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Abstrak: Bonus demografi yang terjadi di Indonesia telah menggerakkan pemerintah agar 
memberikan perhatian lebih kepada kemajuan pendidikan. Melalui pendidikan yang baik dan 
benar, manusia dapat dibentuk demi kemajuan masa depan bangsa. Berdasarkan inisiatif itu, 
pemerintah membentuk apa yang disebut sebagai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
sebagai acuan dalam pembentukan kurikulum untuk setiap pendidikan tinggi di Indonesia. 
Universitas Kristen Satya Wacana menerima KKNI dengan baik dan hendak membentuk 
kurikulumnya yang mengacu kepada KKNI kepada setiap Fakultas, termasuk Fakultas 
Teologi UKSW. Sayangnya, penerapan kurikulum tersebut memiliki banyak ketimpangan 
yang tidak sesuai dengan KKNI. Terkhususnya, kepada mahasiswa/i Fakultas Teologi UKSW 
yang merasakan dampak atas migrasi kurikulum tersebut. Pendidikan yang dikatakan sebagai 
sarana yang tepat dalam membentuk manusia yang elok dan baik tentu perlu diperhatikan 
kembali dalam proses pendidikan Teologi di UKSW. Setidaknya dalam pembentukan 
kurikulum tersebut harus memperhatikan unsur-unsur yang sangat diperlukan dalam proses 
pendidikan teologi di UKSW dan bukan sebaliknya. 















1.1 Latar Belakang 
Globalisasi yang meningkat pesat menciptakan segala sesuatu yang terus berkembang 
dan adapula yang tidak terkendali baik dalam bidang teknologi, gaya hidup, permintaan 
pasar, persaingan dunia, kerusakan lingkungan, terorisme, dan lainnya. Perkembangan positif 
dan dampak negatif bercampur dalam satu kehidupan. Setiap negara berusaha untuk terus 
bersaing dan mengembangkan setiap potensi-potensi yang mereka miliki. Salah satu bentuk 
dari persaingan global yang terjadi di ASIA saat ini adalah Asean Economy Community atau 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Program ini merupakan wujud dari kesepakatan 
perwakilan setiap negara ASEAN yang membentuk kawasan bebas perdagangan dalam 
rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai 
basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta 
penduduknya. Tujuannya agar program ini mampu membentuk suatu masyarakat sekaligus 
negara yang berani bersaing di pasar global dan diharapkan mampu menyejahterakan 
masyarakat di Asia.  
Indonesia berada di dalam bagian MEA. Segala upaya dilakukan untuk meningkatkan 
kualitas dalam negeri agar Indonesia mampu bersaing dalam ranah global. Pemerintah tentu 
tidak hanya meningkatkan kualitas perdagangan saja, tetapi juga meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia di Indonesia. Sulit menyangkal bahwa masyarakat Indonesia belum 
siap menghadapi persaingan ini, tetapi di satu sisi Indonesia mau tidak mau harus mengikuti 
arus tersebut. Masalah yang harus dihadapi masyarakat Indonesia adalah pendidikan, 
perekonomian, pembangunan yang belum merata. Menurut The Global Competitiveness 
Index 2015-2016, Indonesia berada di urutan ke-37 dalam kancah persaingan global. 
Sementara itu, di tahun 2016-2017, Indonesia berada di urutan ke-41. Penurunan tersebut 
harus diantisipasi dengan baik dan dipikirkan dengan matang agar Indonesia terus 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia semakin baik.  
Satu situasi yang sedang dihadapi oleh Indonesia dalam partisipasinya di MEA 
disebut sebagai “Demographic Bonus atau Bonus Demografi”. Bonus demografi merupakan 
suatu peristiwa dimana tingkat angkatan produktivitas kerja melebihi angkatan non produktif. 
Peristiwa ini hanya terjadi satu kali dalam suatu negara dan saat ini Indonesia berada di 
dalam situasi bonus demografi. Berbagai upaya dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, perekonomian bangsa, persaingan global, dan lainnya. Mau tidak mau upaya 
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yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar dapat bersaing 
dalam ranah global. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan 
mengubahkurikulum pendidikan. Kali ini kurikulum di setiap instansi pendidikan 
diperuntukkan untuk menciptakan lulusan-lulusan yang mampu bersaing dalam ranah global.  
Pemerintah menciptakan apa yang disebut sebagai Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI), dibentuk untuk menjawab situasi bonus demografi tersebut. Kurikulum ini 
sekaligus menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi 
(KBK). KKNI ditetapkan melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2012 dengan 9 jenjang. Mulai dari tingkat 1 yang paling rendah hingga tingkat 9 yang 
tertinggi. Setiap bentuk penetapan jenjang tersebut dilakukan melalui pemetaan komprehensif 
ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari sisi penghasil (supply push) maupun pengguna 
(demand pull) tenaga kerja.
1
 Penjenjangan tersebut tidak berarti bahwa jenjang di Indonesia 
lebih tinggi dari jenjang kualifikasi Eropa yang memiliki 8 jenjang, atau lebih rendah dari 
Selandia Baru yang memiliki 10 jenjang. Hal ini dimaknai sebagai kesesuaian akan 
kebutuhan bersama antara penghasil maupun pengguna dalam alur pendidikan di Indonesia. 
Kurikulum berbasis KKNI lebih mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran, 
tolok ukur kemampuan seseorang dalam bidang keahliannya. Pengukuran untuk setiap 
lulusan perguruan tinggi berdasarkan learning outcomes (capaian pembelajaran) yang 
ditentukan oleh empat aspek, yaitu (1) sikap, (2) keterampilan umum, (3) keterampilan 
khusus, (4) pengetahuan. Perumusan capaian pembelajaran untuk sikap dan keterampilan 
umum menggunakan referensi dari KKNI dan SN DIKTI, sedangkan perumusan untuk 
keterampilan khusus dan pengetahuan didasarkan pada kesepakatan baik antar program studi, 
KKNI, maupun referensi dari dalam dan luar negeri.  
Rumusan pada sikap tidak akan dijabarkan satu persatu, tetapi sikap yang dirumuskan 
oleh SN DIKTI dapat terwujud melalui proses internalisasi dan aktualisasi dalam bentuk 
pembelajaran, pengalaman kerja, serta keikusertaan dalam pengabdian masyarakat. Begitu 
juga dengan aspek pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. 
Penekanannya kepada sejauh mana mahasiswa/i menguasai konsep, teori, lalu 
mengaplikasikannya dalam masyarakat dalam bentuk pengabdian masyarakat, dan 
pengalaman kerja lainnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pengalaman kerja 
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mahasiswa dimaksudkan sebagai pengalaman dalam waktu tertentu di bidang tertentu dan 
dalam jangka waktu tertentu. Bentuknya seperti pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja 
lapangan, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.  
Perumusan-perumusan yang ditetapkan oleh KKNI tentu memiliki problematika 
dalam proses implementasinya. Salah satunya adalah implementasi KKNI dalam ranah 
kurikulum Fakultas Teologi UKSW. Problematikanya tidak terdapat pada KKNI sendiri, 
tetapi penafsiran terhadap KKNI itu yang seringkali tidak sesuai dengan harapan KKNI. 
Adanya ketidakseimbangan pada aspek-aspek tertentu agar KKNI menjadi sesuai dengan 
kebutuhan mahasiswa/i dalam menjalani proses pendidikannya. Ketidaksesuaian itu tidak 
hanya terjadi dalam penyusunan kurikulum yang “dikatakan” berbasis KKNI, tetapi juga 
pada aspek sosialisasinya kepada mahasiswa/i Teologi UKSW. Proses sosialisasi dilakukan 
secara mendadak dan dilaksanakan hanya 2 jam. Forum tersebut dibentuk sebagai formalitas 
belaka, mahasiswa/i yang hendak mengkritisi sikap yang tidak sesuai dari pemegang otoritas 
tersebut tidak begitu dihiraukan. 
Satu permasalahan penting yang harus diperhatikan adalah adanya Keputusan Rektor 
nomor 491/Kep./Rek./12/2014 yang hendak menyeragamkan kurikulum berbasis KKNI ini 
kepada seluruh program studi di UKSW. Penyeragaman bukanlah tindakan yang tepat, 
mengingat setiap program studi memiliki kebutuhan atau capaian pembelajaran yang 
berbeda-beda. Misalnya, program studi Fakultas Teologi sudah seharusnya lebih 
mengembangkan pendidikannya kepada ranah humaniora, ketimbang teknis-pragmatis. 
Dalam Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012 tentang KKNI pada pasal 1 ayat 1 tertulis bahwa 
KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, 
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja 
serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan 
struktur pekerjaan di berbagai sektor. 
Perubahan kurikulum pun direalisasikan, setiap mahasiswa/i diwajibkan untuk 
mengikuti kurikulum yang “dikatakan” berbasis KKNI. Tidak sedikit mahasiswa/i yang 
dirugikan, ada juga yang apatis, tetapi ada juga yang mengambil keuntungan dari sikap 
pragmatis tersebut. Salah satu perubahan yang sangat tidak sesuai adalah pemberian bobot 
lebih kepada praktik lapangan. Semula dalam KBK hanya 9 SKS, menjadi 33 SKS dalam 
KKNI. Perubahan ini memberikan dampak buruk dan tentunya tidak dapat didiamkan begitu 
saja. Penambahan bobot matakuliah pada praktik dan mengiris matakuliah untuk 
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pengembangan ilmu justru semakin memperlihatkan sikap pragmatis dalam perjalanan 
pendidikan Teologi UKSW. Berdasarkan penulisan latar belakang tersebut, peneliti hendak 
memberikan judul: “Tinjauan Kritis dari Perspektif Teori Kurikulum Pendidikan Tinggi 
terhadap Kurikulum Program Studi Ilmu Teologi UKSW tahun 2016 dan 
Pelaksanaannya.” 
1.2 Identifikasi Masalah 
Freire dalam bukunya yang berjudul Pedagogy of the Oppressed menjelaskan begitu 
lugas pentingnya dialog dalam ranah pendidikan. Menurutnya, hakikat dari dialog adalah 
“kata” dan dua unsur pembentuk kata adalah refleksi dan tindakan.2 Tidak ada kata sejati 
tanpa suatu praksis. Maksudnya adalah adanya kesesuaian antara refleksi dengan tindakan. 
Freire menegaskan bahwa dialog adalah bentuk perjumpaan antar sesama manusia, dengan 
perantaraan dunia, untuk menamai dunia.
3
 Dalam kasus di atas, dialog memang disediakan 
oleh pemegang otoritas, tetapi apa artinya jika dialog itu hanya dimungkinkan sebagai suatu 
formalitas belaka. Kasus tersebut semakin memperjelas apa yang dikatakan oleh Mao Tse-
Tung dalam memahami kebutuhan rakyat. Ia mengatakan bahwa “ada dua prinsip disini: 
yang pertama, kebutuhan nyata dari rakyat, bukannya apa yang kita anggap mereka butuhkan, 
dan yang kedua, keinginan-keinginan rakyat, yang harus membangkitkan tekad mereka 
sendiri, bukannya tekad yang kita bangun untuk mereka.“4 
Sikap yang tidak sesuai dari pemegang otoritas dan perubahan kurikulum justru 
semakin menunjukkan kesenjangan “praksis” yang dimaksudkan oleh Freire. Sifat pedagogis 
dari pendidikan akan semakin terwujud jika pendidikan semakin memanusiakan manusia, 
dialog sebagai posisi subjek dengan subjek semakin direalisasikan, dan sesuai dengan 
etimologi dari kata pendidikan sendiri yaitu, membawa keluar. Artinya pendidikan berusaha 
untuk menuntun manusia agar senantiasa ke luar dari kegelapan yang membelenggu jiwa 
manusia menuju kepada terang/pencerahan jiwa. 
 Melalui tulisan ini, peneliti hendak melakukan kajian kritis terhadap kurikulum yang 
dipakai oleh Fakultas Teologi UKSW. Peneliti menganalisis bahwa perubahan-perubahan 
yang terjadi pada kurikulum Teologi semakin mereduksi makna pendidikan yang seharusnya 
bersifat pedagogis, tetapi kenyataannya justru semakin pragmatis. Mengingat ilmu semakin 
                                                          
2
 Paulo Freire, diterjemahkan.,Pedagogy of the Oppressed, 30
th
 Anniversary (New York: Continuum, 2006), 71. 
3
 Freire, Pedagogy of the Oppressed, 88. 
4
 Freire, Pedagogy of the Oppressed, dalam catatan kaki no. 10, 94. 
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berkembang, hidup masyarakat yang semakin pragmatis, dan pendidikan hanya dipandang 
pada pemenuhan kebutuhan pasar yang menciptakan intelektual-intelektual yang tidak 
memiliki hati. Menurut Freire, ketika seseorang kehilangan rasa ingin tahu, maka di saat 
itulah ia tenggelam ke dalam birokratisasi. Dasar eksistensi dari manusia adalah melibatkan 
keingintahuan, mengajukan pertanyaan, dan juga risiko. Hal ini melibatkan tindakan dan 
perubahan. Perbedaannya dengan birokratisasi adalah hanya melakukan adaptasi dengan 
risiko sekecil mungkin, tanpa adanya kejutan-kejutan, tanpa mengajukan pertanyaan. 
Pendidikan yang memicu rasa ingin tahu merupakan pendidikan yang kreatif, tetapi 
pendidikan yang cenderung mematikan rasa ingin tahu merupakan pendidikan adaptasi. 




1.3 Pembatasan Masalah 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, peneliti hendak 
memfokuskan penelitiannya pada kurikulum yang dijadikan sebagai acuan belajar tanpa 
memperhatikan kebutuhan yang jelas dari mahasiswa/i Teologi UKSW. Selain itu, peneliti 
ingin meninjau sejauh mana kurikulum berbasis KKNI mampu meningkatkan tingkat 
produktivitas mahasiswa/i Teologi UKSW dalam berkarya selama menjalani proses 
pendidikannya. Mengingat perumusan KKNI kepada keseimbangan penguasaan ilmu dan 
praktik untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Kedua, penulis ingin 
mengkaji sejauh mana peran dialog yang dimaksudkan Freire terjadi dalam proses belajar 
mengajar di Teologi UKSW. Mengingat bahwa UKSW adalah Universitas Magistrorum et 
Scholarium (komunitas para ahli dan mahasiswa/i) di mana relasi antara pendidik dan 
naradidik setara. Sikap menghargai sebagai subjek dalam proses pendidikan pun sangat 
dihargai.
6
Dialog itu terjadi sebagai posisi guru yang murid dan murid yang guru, tidak lagi 
guru sebagai sumber ilmu pengetahuan sejati. Terakhir, penulis hendak menawarkan suatu 
saran untuk mengembangkan pendidikan Teologi di Fakultas Teologi UKSW. Terlebih 
kepada kebutuhan-kebutuhan nyata yang dibutuhkan oleh mahasiswa/i Teologi UKSW, 
bukan dibuat-buat oleh pemegang otoritas. Mengingat kurikulum seringkali dijadikan sebagai 
tempat untuk mencari keuntungan belaka, di mana mahasiswa/i hanya dibebankan dengan 
                                                          
5
 Paulo Freire, diterjemahkan.,Belajar Bertanya: Pendidikan yang Membebaskan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 
1995), 59. 
6
 O. Notohamidjojo, Kreativitas yang Bertanggungjawab (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2015), 60. 
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harga SKS yang mahal, tanpa mementingkan segi-segi kebutuhan dari mahasiswa/i Teologi 
nantinya. 
1.4 Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini akan 
memfokuskan pada dua pertanyaan yang akan menjadi pembahasan utama dalam penulisan 
tugas akhir ini. Diantaranya adalah apa latar belakang penjabaran dan substansi dari 
kurikulum program studi ilmu Teologi UKSW 2016 serta pelaksanaannya? Selanjutnya, 
bagaimana tinjauan kritis dari teori pendidikan tinggi dilakukan terhadap kurikulum Program 
Studi Ilmu Teologi UKSW 2016? 
1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan, maka penulisan tugas akhir 
ini akan memiliki dua tujuan yang hendak dicapai. Diantaranya adalah menjabarkan latar 
belakang dari substansi dan pelaksanaan kurikulum Program Studi Ilmu Teologi UKSW 
2016, dan melakukan kajian kritis terhadap kurikulum Program Studi Ilmu Teologi UKSW 
2016. 
1.6 Metode Penelitian 
Metode yang akan digunakan oleh peneliti adalah analisa dokumen/kepustakaan dan 
ditambah dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yakni wawancara. 
Peneliti memilih pendekatan tersebut karena metode kualitatif adalah pendekatan yang 
berusaha untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau 
kemanusiaan. Peneliti akan melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-
pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, 
menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, 
dan menafsirkan makna data.
7
 Selain itu, peneliti merupakan bagian dari subjek penelitian. 
Tentu akan memudahkan peneliti dalam menemukan permasalahan-permasalahan yang 
timbul. Sekaligus peneliti jugamemberikan pendekatan-pendekatan yang nantinya dapat 
mendapatkan solusi yang memungkinkan. 
                                                          
7
 John. W. Creswell, diterjemahkan.,Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan 
Campuran. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4. 
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Peneliti akan melakukan wawancara kepada para mahasiswa/i dalam proses belajar di 
Fakultas Teologi UKSW. Narasumber yang hendak diwawancarai meliputi mahasiswa/i 
angkatan 2013, 2014, dan 2015. Peneliti memilih ketiganya dengan alasan bahwa ketiga 
angkatan tersebut terlibatdalam proses sosialisasi sekaligus merasakan dampak migrasi 
kurikulum UKSW 2016. Namun, peneliti hanya mengambil beberapa narasumber dari setiap 
angkatan saja. Harapannya juga agar peneliti mendapatkan informasi sebaik mungkin 
mengenai dinamika internal di Fakultas Teologi UKSW.  
1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam tugas akhir ini, tulisan akan dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama, akan 
berisi gambaran umum dari skripsi ini yang meliputi pendahuluan dengan berisi latar 
belakang penulisan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, metode 
penelitian, sistematika penulisan.  
 Bagian kedua, akan diisi dengan teori kurikulum pendidikan tinggi. Melalui 
pemaparan tersebut tentu akan dipaparkan latar belakang kurikulum, bagaimana kurikulum 
dibuat, lalu adanya kebijakan-kebijakan publik Indonesia mengenai kurikulum. 
 Bagian ketiga, peneliti akan menyampaikan analisa-analisa terhadap dinamika 
kurikulum program studi ilmu Teologi UKSW 2016 dan bagaimana pelaksanaannya. 
Analisa-analisa tersebut akan dilengkapi dengan wawancara dan pengumpulan data dari para 
pelaku pendidikan Teologi.  
 Bagian keempat, peneliti hendak melakukan kajian kritis berdasarkan teori kurikulum 
pendidikan tinggi terhadap temuan-temuan yang didapatkan melalui analisa-analisa yang 
terdapat di bagian ketiga. 
 Bagian kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan atas kajian penelitian. 
Adapun hasil penelitian dan saran hendak diberikan kepada program studi ilmu Teologi 
UKSW dan LKF Fakultas Teologi.  
2. Teori Kurikulum Pendidikan Tinggi Teologi 
Kurikulum adalah rancangan yang digunakan untuk menjalani proses pendidikan 
dalam Pendidikan Tinggi. Dewasa ini upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sangat 
intensif dilakukan. Kurikulum terus dibentuk dengan baik demi menjawab kebutuhan hidup 
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manusia. Pembentukannya perlu memperhatikan aspek-aspek tertentu agar tidak terjadi 
ketimpangan pada klasifikasi tertentu. Lantas, bagaimana Teologi sebagai bagian dari 
rumpun ilmu Humaniora membentuk kurikulumnya? Kajian apa saja yang perlu diperhatikan 
dalam membentuk kurikulum Teologi dalam ranah Pendidikan Tinggi? 
 Berdasarkan kajian tersebut, penulis akan menjabarkan teori yang terkait dalam 
pembentukan kurikulum pendidikan tinggi dalam ilmu Teologi. Penjabaran dalam bagian dua 
ini akan penulis jabarkan dalam sub-bagian yang terdiri dari Pendidikan Tinggi, Kurikulum 
Pendidikan Tinggi, dan Kurikulum Pendidikan Tinggi Teologi.  
2.1 Pendidikan dan Kurikulum 
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Berasal 
dari bahasa Latin yaitu ducare, berarti “menuntun, mengarahkan, atau memimpin” dan 
awalan e, berarti “keluar”. Artinya, pendidikan merupakan kegiatan “menuntun ke luar.”8 Hal 
ini tidak serupa dengan kurikulum yang berasal dari bahasa Latin yaitu currere, yang berarti 
“jarak/capaian yang harus dijalankan, atau jaraknya jalan,” dan biasanya didefinisikan 
sebagai jarak/capaian belajar dalam institusi pendidikan.
9
 Tanpa pendidikan manusia tidak 
dapat menjalani keseluruhan hidupnya dengan utuh,sebab di dalam pendidikan terjadi proses 
belajar-mengajar dan didik-mendidik. Manusia akan selalu mengembangkan dirinya dan 
mendalami keutamaannya melalui aktivitas tersebut.  
Sejak zaman Yunani, para filsuf seperti Platon dan Aristoteles telah memberikan 
waktu dan perhatiannya kepada pendidikan. Misalnya, Platon dengan kegigihannya 
merancang paideia (pendidikan) dan figur kaloskagathos (singkatan dari kalos kai agathos, 
manusia yang elok dan baik, manusia utama) untuk mendidik filsuf alamiah yang akan 
menjadi pemimpin negara.
10
 Keseriusan mereka dalam menciptakan kurikulum untuk 
membentuk manusia yang utuh tentu tidak dapat diremehkan. Kiranya salah satu pernyataan 
inspiratif Jaeger perlu direnungkan:  
 “Gagasan amat kreatif ini hanya dapat dikembangkan oleh bangsa berjiwa seniman 
dan filsuf. Karya seni terbesar mereka adalah membentuk manusia. Mereka adalah bangsa 
                                                          
8 Thomas Groome, diterjemahkan.,Christian religious education – Pendidikan agama Kristen: berbagi cerita dan visi kita 
(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 5. 
9 James McKernan, Curriculum and Imagination: process theory, pedagogy, and action research (New York: Routledge, 
2008), 4. 
10 A. Setyo Wibowo dan Haryanto Cahyadi, Mendidik Pemimpin dan Negarawan (Yogyakarta: Lamalera, 2014), 3-4. 
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yang pertama kali membentuk karakter manusia seturut kesempurnaan. Bangsa-bangsa lain 
menciptakan dewa, raja, roh: hanya bangsa Yunani yang menciptakan manusia.”11 
 Pernyataan diatas mengindikasikan bahwa pendidikan akan selalu bersinggungan 
dengan kurikulum. Terlebih ketika lingkup pendidikan diperkecil menjadi lembaga seperti 
sekolah, universitas, dan lainnya. Awalnya, sekolah merupakan tempat di mana orang-orang 
memiliki “waktu luang” untuk memperdalam keutamaannya. Mereka yang memiliki status 
sebagai budak sulit untuk bersekolah karena merekaharus bekerja terus menerus. Sekolah 
yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu scole dengan arti dasar waktu hening ketika seseorang 
menggunakan daya rohaninya secara merdeka.
12
 Artinya, pemaknaan tersebut merupakan 
pengertian dasar yang perlu diperhatikan ketika sekolah semakin disalahartikan peran dan 
fungsinya. Tanpa berpegang pada pengertian dasar tersebut, pendidikan di sekolah dengan 
mudah akan melenceng jauh dari tujuan yang utama. 
Sekolah, universitas, dan institusi pendidikan merupakan unsur yang seharusnya 
membantu memudahkan manusia mencari, menemukan, serta mendalami keutamaannya. 
Artinya sekolah dan institusi pendidikan memiliki capaian yang harus dicapai (currere) untuk 
membentuk manusia melalui pendidikan. Kurikulum, yang sifatnya benar-benar mendidik, 
akan membawa naradidik kepada hasil yang tidak terduga, dan tentunya melebihi 
perkiraannya. Cakupannya menuju kepada perencanaan dan implementasi pengalaman 
pendidikan melalui prosedur-prosedur yang disusun dengan hati-hati yang dibuat dari 
pemilihan yang bijaksana dari budaya. Keberhasilan kurikulum terwujud jika dirinya berhasil 
membakar/menyalakan imajinasi manusia, bukan fantasi.
13
 Imajinasi merupakan wujud dari 
cara manusia memahami realitas secara kreatif dan mendalam, sedangkan fantasi membawa 
manusia lari dari realitas, alam yang tidak riil, sekadar bayang-bayang belaka.  
Pendidikan tidak berhenti pada zaman Yunani saja, tetapi jugaberkembang dalam 
setiap zamannya. Abad pertengahan memperlihatkan di mana sekolah-sekolah terus 
bermunculan. Ada sekolah yang disebut sebagai sekolah istana, sekolah katedral, maupun 
sekolah biara. Awalnya sekolah-sekolah tersebut berada dalam pengurusan gereja, tetapi 
ketika kapitalisme berkembang pesat semakin lama pengurusan tersebut bergeser kepada 
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 Perpindahan tersebut yang nantinya akan mereduksi makna pendidikan yang 
berawal dari proses humanisasi dan huminisasi menjadi penguasaan keterampilan-
keterampilan untuk kepentingan kerja, atau yang saat ini disebut sebagai pendidikan 
vokasional. 
Selanjutnya, era kontemporer yang melahirkan tokoh pendidikan seperti Paulo Freire 
dari Brazil yang gigih berjuang demi pendidikan pembebasan. Dalam bukunya yang berjudul 
Pedagogy of the Oppressed,ia menyatakan bahwa bukunya  merupakan hasil pengamatan 
selama enam tahun dalam pengamatan politik di Brazil.
15
 Konteks saat itu memperlihatkan di 
mana kebebasan adalah ketakutan dan kesadaran kritis merupakan tindakan anarkis. 
Kapitalisme muncul dan menciptakan semacam pola pendidikan yang menindas, di mana 
guru merupakan sumber kebenaran dan naradidik adalah mereka yang tidak tahu apa-apa. 
Fenomena ini yang nantinya disebut sebagai metode pendidikan bank. Freire dengan jelas 
mengkritik metode pendidikan bank dan menjelaskan dengan baik bahwa pendidikan seperti 
itu telah mengingkari eksistensi manusia. 
Indonesia sendiri tidak kalah dengan negara lainnya, di mana mereka menciptakan 
kurikulum dan memberikan seluruh perhatiannya kepada pendidikan. Tokoh pendidikan 
seperti Ki Hadjar Dewantara, Nicolaus Driyarkara, Yusuf Bilyarta Mangunwijaya patut 
diperhatikan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ki Hadjar Dewantara mengembangkan 
pendidikan sebagai suatu “insting” dalam jiwa manusia, tugas kebudayaan, dan usaha 
kultural untuk mempertinggi mutu hidup masyarakat, serta derajat kemanusiaan.
16
Manusia 
akan terus-menerus berpikir untuk mengembangkan kodratnya, agar tetap “manusiawi”. Jelas 
bahwa tujuan pendidikan adalah “memanusiakan manusia” dan untuk bertahan menjadi 
manusia, ia harus dididik (homo educandum).  
Berdasarkan uraian diatas, kiranya pemahaman atas etimologi pendidikan semakin 
dilengkapi. Artinya pendidikan merupakan upaya menuntun manusia agar senantiasa ke luar 
dari kegelapan yang membelenggu jiwa manusia menuju kepada terang/pencerahan jiwa. 
Melatihnya setiap hari demi meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pendidikan 
merupakan usaha profetik yang mencari keadilan; kurikulum adalah wacana publik yang 
mengupayakan transformasi; dan mengajar adalah aktivitas moral yang mengupayakan belas 
kasih dan pemahaman. Mengajar tidak hanya sibuk pada urusan atau usaha teknis saja; 
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sebaliknya, mengajar adalah proses kreatif dari “menyembuhkan, reintegrasi, mengingat, dan 
rekoleksi.”17 
2.2 Pendidikan Tinggi dan Kurikulum Pendidikan Tinggi 
Menurut Undang Undang no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 1 ayat 2, 
pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup 
program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, 
serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan 
bangsa Indonesia. Serian Wijatno mengatakan bahwa pendidikan tinggi tidak serta merta 
dapat disamakan dengan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan pendidikan pada 
jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di 




Ada dua jenis pendidikan tinggi, yaitu pendidikan akademis dan profesional. Istilah 
pertama mengacu kepada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan yang kedua mengacu 
kepada pendidikan yang mengarah kepada penerapan keahlian tertentu. Jenis program 
pendidikan akademis terdiri dari program sarjana dan pascasarjana yang dibagi menjadi dua, 
yaitu program magister dan doktor. Berikutnya, jenis program pendidikan profesional terdiri 
dari program diploma I hingga IV. Namun, dari kedua jenis tersebut ada satu jenis yang 
dinamakan sebagai pendidikan profesi. Kategori ini diperuntukkan kepada para sarjana atau 
sederajat yang hendak mengembangkan bakat atau keahlian khusus yang diperlukan dalam 
dunia kerja. Nantinya para sarjana akan mendapatkan gelar profesi yang relevan atau sesuai 
dengan bidang pendidikan yang telah ditempuhnya. 
Pendidikan tinggi juga merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi dengan mengacu pada 
standar nasional pendidikan tinggi (SNPT). Artinya, penyusunan kurikulum pendidikan 
tinggi sepenuhnya merupakan hak perguruan tinggi, namun acuannya tetap kepada standar 
nasional pendidikan tinggi. Menurut A. Sudiarja, pendidikan tinggi dewasa ini memiliki tugas 
pokok, yaitu pengajaran dan pengembangan ilmu, serta menciptakan masyarakat berpikiran 
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 Sekiranya pendidikan tinggi memiliki peran untuk memperkembangkan dan 
memperdalam ilmu-ilmu serta menyatukan ilmu-ilmu seturut pengklasifikasiannya.  
 Dalam perjalanannya, kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami 
beberapa perubahan diantaranya adalah kurikulum berbasis isi (KBI) yang diselenggarakan 
pada tahun 1994 dengan latar belakang permasalahan internal dan metode pembelajaran yang 
berpusat pada guru. Tahun 2000 kurikulum berbasis isi semakin dikembangkan dan menjadi 
kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum yang dikembangkan memiliki metode 
pembelajaran yang berpusat kepada subjek didik dan memiliki latar belakang dalam 
permasalahan global. Selanjutnya, tahun 2012 kurikulum berbasis kompetensi dikembangkan 
menjadi kurikulum pendidikan tinggi yang secara garis besar mengacu kepada Undang 
Undang no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Peraturan Presiden no. 08 tahun 2012 
tentang KKNI, Undang Undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, 
Permendikbud no. 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi, Permendikbud 
no. 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi dan Permendikbud 
lainnya.  
 Perkembangan kurikulum tersebut merupakan bukti nyata terhadap kesadaran untuk 
meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Walaupun kesenjangan tidak teratasi sepenuhnya, 
tetapi upaya untuk meningkatkan pendidikan terus dijalankan dengan harapan Indonesia 
semakin membaik. Dalam Undang Undang no.12 tahun 2012 disebutkan bahwa pendidikan 
tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan 
bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Artinya aspek-aspek tersebut perlu ditekankan dalam 
pengembangan kurikulum dan pendidikan tinggi di Indonesia. Kurikulum tidak serta merta 
dibentuk hanya berdasarkan satu titik tertentu, tetapi ada titik lain yang perlu diperhatikan. 
Keseimbangan aspek perlu ditelusuri kembali dalam pembentukan kurikulum pendidikan 
tinggi agar tidak terjadi penyimpangan dan keberatan pada titik tertentu. 
 Selebihnya pendidikan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik, juga 
perlu memperhatikan sistem global yang terus berjalan. Indonesia perlu memperhatikan 
kondisi perkembangan zaman jika ingin meningkatkan daya saingnya dalam kancah dunia. 
Undang Undang no.12 tahun 2012 menambahkan bahwa untuk meningkatkan daya saing 
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bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang 
mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, 
ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter 
tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Artinya, ada 
ketercapaian tertentu yang hendak ditekankan agar menciptakan lulusan-lulusan yang 
berkompeten untuk bersaing dalam arus global. 
 Kurikulum sebagai sebuah rancangan, secara garis besarnya terdiri dari empat unsur, 
yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk 
mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya. Sekolah, universitas, dan institusi 
pendidikan lainnya memiliki kurikulumnya masing-masing. Tanpa kurikulum, arah 
pembelajaran dan pencapaian pembelajaran menjadi tidak jelas. Empat garis besar tersebut 
tidak akan cukup jika tidak dilengkapi dengan empat asas kurikulum yaitu, (1) asas filosofis, 
(2) asas sosiologis, (3) asas psikologis, dan (4) hakikat pengetahuan.
20
 
Ada dua pendekatan lainnya yang seringkali tercantum dalam pembentukan suatu 
kurikulum. Pendekatan pertama yaitu, teoritis filosofis dan kedua adalah pendekatan 
empiris.
21
 Definisi pertama mengacu pada pemahaman kurikulum sebagai suatu kegiatan 
intelektual. Kurikulum tidak dipahami sebagai persoalan teknis, tetapi sebagai usaha moril. 
Subjek didik mendapatkan kebebasannya untuk menjalani proses pendidikan. Terlebih 
kepada tujuannya untuk mengembangkan dan mengkritik konsep-konsep tentang kurikulum 
dengan harapan melahirkan ide-ide baru tentang kurikulum. Berbeda dengan definisi kedua 
yang lebih mengutamakan kepada pencarian cara, metode-metode untuk mencapai tujuan 
pendidikan dengan menggunakan data empiris. Kurikulum jenis ini lebih mengutamakan 
kepada segi teknis dibandingkan dengan definisi pertama yang cenderung kepada teoritis.  
Menurut Wesley Null, kurikulum adalah jantung dari pendidikan. Pertama, kurikulum 
adalah apa yang seharusnya diajarkan. Kedua, kurikulum menyatukan pemikiran, tindakan, 
dan tujuan. Pendidikan adalah konsep abstrak dan samar-samar yang terjadi melalui keluarga, 
gereja, media, dan pengaruh budaya lainnya yang mengelilingi setiap anak. Kurikulum, 
bagaimanapun, adalah sebuah spesifikasi, subjek nyata yang selalu dikaitkan dengan 
pengambilan keputusan dalam institusi, baik itu sekolah, gereja, program pemerintah, 
maupun lembaga lainnya. Berbeda dari pendidikan, kurikulum memerlukan mereka yang 
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mendiskusikannya untuk membahas materi apa yang harus dipelajari. Pendidikan seringkali 
dibahas tanpa memperhatikan materi pelajaran, tetapi setiap pembahasan kurikulum 
diharuskan membahas pokok permasalahan dalam satu arah atau lainnya.
22
 
 Kajian di atas merupakan dasar terhadap adanya cakupan yang berbeda antara 
pendidikan dan kurikulum. Pendidikan tidak dapat disederhanakan dengan kurikulum, begitu 
juga sebaliknya kurikulum bukanlah keseluruhan dari pendidikan. Pemahaman itu tidak 
bermaksud mengingkari hubungan antara pendidikan dan kurikulum. Keduanya justru selalu 
beriringan dalam proses pendidikan, tanpa kurikulum pendidikan tidak akan memiliki arah 
yang jelas, begitu juga sebaliknya. Keduanya tidak dapat terpisahkan, terlebih jika itu dipakai 
dalam proses pendidikan di lembaga pendidikan formal. Salah satunya adalah kurikulum 
yang dibuat untuk perguruan tinggi. 
Berdasarkan panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang dibuat oleh 
Kemenristek Dikti. Ada 3 tahap yang perlu diperhatikan dalam merancang kurikulum 
Perguruan Tinggi yaitu, (1) perancangan kurikulum, (2) pembelajaran, (3) dan evaluasi 
program pembelajaran. Tiga rancangan itu memuat lagi penjabaran-penjabaran yang harus 
diperhatikan untuk membentuk kurikulum pendidikan tinggi. 
Tahapan pertama, yaitu perancangan kurikulum terdiri dari (1) perumusan capaian 
pembelajaran lulusan, (2) pembentukan mata kuliah, (3) penyusunan mata kuliah (kerangka 
kurikulum). Perumusan capaian pembelajaran lulusan merupakan standarisasi yang bertujuan 
untuk mencapai penetapan profil lulusan, penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil, 
dan perumusan capaian pembelajaran berdasarkan penetapan KKNI (keterampilan khusus 
dan pengetahuan kerja) serta SN Dikti (sikap dan keterampilan umum). Selanjutnya, 
pembentukan mata kuliah didasarkan pada pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran 
yang mengacu pada SN-Dikti pasal 9, ayat 2. Salah satu dari jenjang itu memuat bahwa 
lulusan program diploma empat dan sarjana memiliki pencapaian “menguasai konsep teoritis 
bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian 
khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.” Dalam 
penetapan mata kuliah dan besarnya sks perlu diperhatikan beberapa evaluasi apakah mata 
kuliah berkaitan sekaligus berkontribusi dengan butir-butir capaian pembelajaran lulusan, 
kedalaman dan keluasan, metode/strategi pembelajaran. 
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Bagian terakhir dari perancangan kurikulum adalah penyusunan mata kuliah. Ada 
berbagai model penyusunan mata kuliah yaitu, (1) serial dan paralel, (2) spiral. Model serial 
merupakan bentuk pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan, artinya untuk 
penguasaan pengetahuan dibutuhkan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat). 
Paralel dimaksudkan sebagai integrasi antara proses belajar dan keilmuan. Model spiral 
memiliki penekanan pada kemampuan dan keterampilan awal yang sederhana sampai kepada 
kemampuan yang lebih tinggi.  
Tahapan kedua adalah perancangan pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan 
(CPL) merupakan bentuk umum yang dibebankan ke dalam mata kuliah. Artinya diperlukan 
penurunan kepada mata kuliah menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), lalu 
CPMK nantinya akan diturunkan lagi menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-
CPMK). Tujuan dari Sub-CPMK adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap 
tahap pembelajaran yang berkontribusi terhadap CPL. Beberapa komponen yang perlu 
diperhatikan dalam menyusun CPL adalah (1) tipe kemampuan belajar, (2) kata kerja 
tindakan, (3) obyek kinerja, (4) perangkat, kendala atau kondisi khusus yang diperlukan 
dalam pembelajaran, (5) situasi belajar. Komponen-komponen tersebut nantinya akan 
dilengkapi dengan empat macam struktur penyusunan Sub-CPMK yaitu, (1) struktur 
hierarkis, (2) struktur prosedural, (3) struktur pengelompokan, (4) struktur kombinasi. 
Struktur pertama (vertikal) dan kedua (horizontal) memiliki kesamaan dalam proses 
belajarnya. Artinya naradidik tidak dapat mencapai tingkatan A sebelum mempelajari terlebih 
dahulu tingkat B dan setiap tingkat memiliki capaiannya masing-masing. Perbedaannya 
hanya pada peletakan garis antara vertikal dan horizontal. Tujuannya adalah pemulaian 
belajar berasal dari subjek yang nantinya akan terus meningkat dalam proses belajarnya. 
Struktur ketiga merupakan penggambaran dari beberapa kemampuan yang dipelajari tanpa 
saling ketergantungan dalam satu rumpun kemampuan. Keempat, merupakan struktur 
kombinasi dari ketiga stuktur sebelumnya.  
Tahapan ketiga adalah evaluasi program pembelajaran. Evaluasi memiliki peranannya 
dalam pembentukan kurikulum. Ia digunakan sebagai tolok ukur berhasil atau tidaknya 
proses pembelajaran, pengembangan kurikulum program studi, dan senantiasa memperbaiki 
mutu pembelajaran secara terus menerus. Tolok ukurnya tidak dapat dibentuk secara 
sembarangan, tetapi ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam membentuk evaluasi 
program pembelajaran. Prinsip tersebut mencakup seberapa jauh mahasiswa/i mengalami 
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pembelajaran yang baik dan benar. Kurikulum tidak sekadar formalitas atau dokumen belaka, 
tetapi pembelajaran yang dilaksanakan secara aktual. Terlebih kepada pembelajaran yang 
berpusat kepada mahasiswa/i dan upaya terus menerus untuk memperbaiki serta 
meningkatkan mutu pembelajaran.  
Tahapan-tahapan diatas rasanya tidak lengkap jika perhatian tidak dituju kepada 
empat pilar utama dalam menjalani proses pendidikan. Keempatnya terdiri dari: (1) belajar 
untuk mengetahui, (2) belajar melakukan sesuatu, (3) belajar hidup bersama, (4) belajar 
menjadi diri sendiri.
23
 Pilar pertama adalah bagaimana naradidik belajar untuk mengetahui 
serta mengintegrasikan pengetahuan umum yang luas dan mendalami bidang secara khusus. 
Tidak melupakan penekanannya kepada usaha untuk menguasai ilmu pengetahuan dan 
teknologi secara umum. Pilar kedua merupakan kegiatan belajar di mana naradidik masuk 
kepada tahap melakukan sesuatu atas apa yang dipelajarinya. Tidak dalam pengertian teknis-
pragmatis, tetapi dimaksudkan agar naradidik dapat menghadapi berbagai situasi dan 
menyelesaikannya secara kolaboratif. 
Pilar ketiga adalah belajar hidup bersama (bermasyarakat). Artinya, naradidik belajar 
untuk menghormati nilai-nilai pluralisme, perdamaian, dan saling pengertian. Keterhubungan 
dengan yang lain sangat diperlukan untuk pengembangan dan menemukan dirinya dalam 
kesatuan bermasyarakat. Pilar keempat adalah naradidik belajar untuk menjadi diri sendiri. 
Artinya, ada upaya untuk mengembangkan kepribadian sendiri, mampu bertindak atas dasar 
kemandirian, pertimbangan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Upaya untuk menjadi diri 
sendiri sangat diperlukan, mengingat usaha diri sendirilah yang akan menentukan 
ketercapaian ketiga pilar sebelumnya.
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Wujud dari penerapan empat pilar pendidikan di atas akan memiliki dampak yang 
memuaskan jika dilakukan dengan baik dan benar. Mahasiswa/i akan menyadari pendidikan 
tidak serta merta kepada urusan birokratis belaka, seperti menyelesaikan pendidikan formal 
dengan tepat waktu dan mendapatkan gelar. Lebih dari itu dirinya tercerahkan bahwa 
pendidikan merupakan usaha terus menerus untuk mencapai transendensi diri. Manusia 
memiliki sifat khusus kepada nilai transendensi. Artinya transendensi merupakan kemampuan  
diri manusia untuk menjalin relasi dengan “Pribadi Allah” yang melandasi segala kenyataan 
yang ada.
25
 Upaya transendensi seringkali dipahami sebatas lingkup keagamaan. Pemahaman 
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itu tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak juga benar. Transendensi diri dapat ditemukan kepada 
keseharian manusia di dunia. Kemampuan manusia untuk berbahasa, berkreasi secara kreatif, 
mengembangkan segala potensi yang dimiliki setiap manusia merupakan bagian dari 
transendensi diri. Jadi, makna transendensi tidak dapat dipahami dalam lingkup agama 
belaka, tetapi keseharian pun ikut berkontribusi di seluruh kehidupan manusia. 
2.3 Model-model Pendidikan Teologi 
Teologi secara harfiah berasal dari kata theos dan logos yang berarti wacana 
mengenai ilah-ilah. Artinya setiap aliran kepercayaan sudah selalu mengandung corak 
Teologinya masing-masing. Kekristenan menjadi salah satu dari bagian tersebut. Sejarah 
pemikirannya menghasilkan beragam corak atau model teologi yang telah menghiasi seluruh 
perjalanan kekristenan. Setiap corak teologi lahir baik atas kebutuhan, perkembangan 
sekaligus pergumulan iman atas zaman yang terus berkembang. Model-model teologi 
tersebut meliputi aliran Liberal, Evangelikal, Ortodoksi Baru, para Eksistensialis, Katolik-
Roma, dan lainnya. Keberagaman model ini menghasilkan sejumlah pemikiran yang menarik 
atas pendidikan teologi di seluruh dunia. 
Pertama adalah Teologi Liberal yang lahir pada abad 19 dan diprakarsai oleh 
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Lahir di Breslau pada tanggal 21 November 1768 dari 
keluarga yang sangat taat dalam Kristen Protestan. Ia dikenal sebagai mahasiswa yang sangat 
tekun dan pandai. Ia mulai berkarya dengan memberikan evaluasi terhadap dogma 
Protestanisme, interpretasi terhadap dogma, mengembangkan etika politik, dan lainnya. Ia 
meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1834 karena radang paru-paru. Karl Barth 
menyebutnya sebagai pencetus pemikiran Teologi liberal sekaligus sebagai pendiri seluruh 
Teologi Modern. Walaupun ada sejumlah tokoh lainnya yang selanjutnya mengembangkan 
Teologi Liberal seperti Albrecht Ritschl, Adolf von Harnack dengan ciri khasnya masing-
masing.  
Satu hal yang menjadi ciri khas Teologi Liberal adalah memisahkan antara agama dan 
teologi. Schleiermacher menempatkan agama menjadi sekedar perasaan dan pengalaman. 
Agama tidak memerlukan doktrin dan dogma, bahkan keduanya tidak perlu untuk 
menyampaikan agama itu sendiri. Ia menempatkan teologi sebagai penelitian agama, yaitu 
meneliti atas pengalaman-pengalaman keagamaan manusia. Lebih tepatnya dapat dikatakan 
teologi merupakan pengetahuan mengenai agama. Teologi menurutnya tidak harus sesuai 





 Artinya, secara khusus setiap pengalaman bersedia untuk dinilai 
berdasarkan Alkitab sebagai tolak ukurnya, dibandingkan menyesuaikan doktrin menurut 
pengalaman. 
Pemikiran Schleiermacher mengenai agama dan teologi nantinya akan dikembangkan 
oleh para penerusnya. Salah satunya adalah Albrecht Ritschl yang menempatkan teologi atas 
penyataan Allah dalam Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Menurutnya, penyelamatan 
kristiani hanya dapat dialami melalui persekutuan gereja, seseorang tidak dapat mengalami 
iman Kristen jika ia dalam keadaan terasing dari persekutuan seiman.
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Sementara itu, Adolf 
von Harnack telah mengembangkan Teologi Liberal dengan menelusuri sejarah kekristenan 
yang dianggapnya sudah tercemar oleh filsafat Yunani. Menurutnya, Injil mengandung unsur 
historis yang berlainan, tetapi tidak menjadikan bahwa keabsahannya tidak tetap. Walaupun 
Injil telah tercemari filsafat Yunani dan legalisme gereja menurutnya Injil akan selalu hidup 
meskipun berada pada lingkungan yang tidak memberi harapan sedikitpun. 
Berikutnya adalah model pemikiran Teologi Evangelikal. Kelompok ini menjadi 
bagian dari arus utama pada abad 19, tetapi pada akhir abad tersebut Liberalisme kembali 
mengambil alih. Sama seperti Liberalisme, kelompok Evangelikal memiliki beberapa teolog 
seperti Charles Finney, Peter Forsyth, Benjamin Warfield, Gerrit Berkouwer, Helmut 
Thielicke. Umumnya, pemikiran Evangelikal tidak seperti Liberalisme yang hendak 
memahami Alkitab berdasarkan tuntutan atau kondisi zaman. Evangelikal menitikberatkan 
pada konsistensi Injil yang diberitakan Alkitab, meskipun zaman semakin berkembang 
sedapat mungkin kelompok ini mempertahankan iman berdasarkan semangat Injil. Salah satu 
tokoh seperti Benjamin Warfield yang tetap mempertahankan pandangan tradisional yang 
menyatakan Alkitab adalah sabda Allah yang diilhamkan dan tidak dapat salah. Menurutnya, 
Allah telah menentukan siapa yang hendak Ia pilih dalam penulisan Alkitab. Allah telah 
mengungkapkan pikiran-Nya melalui orang-orang yang dipilih-Nya, tetapi Allah tetap 
konsisten untuk tidak merusak kodrat manusia. Artinya Alkitab -tidak seperti yang 
disebutkan oleh aliran Liberalisme yaitu tulisan manusia- tetapi Alkitab merupakan kitab 
manusia maupun kitab Allah. Berdasarkan pandangan Warfield, pokok yang menghimpun 
kelompok Evangelikal terletak pada Alkitab yang sifatnya tidak dapat salah.
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26 Tony Lane, diterjemahkan.,Runtut Pijar:Sejarah Pemikiran Kristiani (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 200. 
27 Lane, Runtut Pijar:Sejarah Pemikiran Kristiani, 201. 
28 Lane, Runtut Pijar:Sejarah Pemikiran Kristiani, 211. 
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Model berikutnya akan memaparkan beberapa teolog Kristen yang hendak 
menafsirkan kekristenan melalui segi eksistensialisme, diantaranya terdapat Søren 
Kierkegaard, Rudolf Bultmann, dan Paul Tillich. Kierkegaard sebagai seseorang yang 
dianggap sebagai bapak eksistensialisme hendak memahami iman sebagai perjumpaan 
kepada Allah melalui Yesus Kristus. Menurutnya, karena manusia dan Allah memiliki 
kesenjangan yang tidak terhingga, maka hanya Allah yang dapat menjembatani kesenjangan 
yang tak terbatas itu. Dalam ketersingkapan-Nya melalui Yesus Kristus, Allah tetaplah 
terselubung. Keterselubungan itu dapat dipahami melalui mata iman yang mengarah kepada 
Yesus Kristus. Seseorang dapat saja membentuk suatu penyelidikan terhadap Yesus historis, 
tetapi ia tidak dapat mengalami perjumpaan sesungguhnya kepada Yesus jika tidak memiliki 
mata iman. Artinya tanpa iman yang hidup dan tertuju kepada Yesus Kristus, manusia tidak 
mampu memasuki perjumpaan kepada Yesus Kristus. Kebenaran iman tidak terletak pada 
penyelidikan yang rasional, objektif, dan tidak memihak, tetapi itu terletak dalam 
subjektivitas. 
Berbeda dengan Kierkegaard, Rudolf Bultman sebagai teolog yang dikenal sebagai 
ahli Perjanjian Baru abad 20 memiliki caranya sendiri dalam memahami kekristenan, 
terkhususnya kepada Perjanjian Baru. Demitologisasi adalah salah satu cara memahami a la 
Bultmann terhadap Perjanjian Baru, terlebih kepada menjembatani jurang antara abad 
pertama dan ke-20. Bultmann tidak sedang meniadakan pernyataan mitologis dalam 
Perjanjian Baru. Menurutnya, semua hal yang berunsur mitologis dalam Perjanjian Baru 
hendak dipahami, ditafsirkan agar dapat dipahami secara eksistensial oleh masyarakat 
modern.  
Berbagai macam aliran pendidikan teologi tersebut pada dasarnya memiliki pengaruh 
besar terhadap berdirinya sekolah-sekolah teologi, maupun perguruan tinggi yang memiliki 
pendidikan teologi di dalamnya. Artinya, setiap pendidikan tinggi teologi sudah selalu 
dipengaruhi oleh corak Teologi tertentu. Misalnya, ada sekolah teologi yang memiliki corak 
berteologi secara liberal, begitu juga dengan evangelikal dan aliran lainnya. Mustahil jika ada 
pendidikan tinggi teologi yang tidak dipengaruhi oleh aliran atau corak teologi tertentu dalam 
proses perjalanannya.  
2.4 Kurikulum Pendidikan Tinggi Teologi 
Pemaparan dari beberapa pemikiran maupun model-model teologi Kristen merupakan 
salah satu bagian penting dalam pembentukan kurikulum pendidikan tinggi teologi. Artinya 
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sebagai bagian dari rumpun humaniora, teologi memiliki kurikulum yang berbeda dengan 
lainnya. Sifatnya yang kritis, sistematis, analitis, hermeneutis, filosofis, dan inter-disipliner 
telah membentuk teologi menjadi ilmu yang begitu kaya. Ia tidak berdiri sendiri selayaknya 
ilmu agama, sebab ilmu teologi memiliki titik tolak kepada manusia yang menggunakan akal 
budinya. Kecenderungan tersebut membentuk teologi sebagai ilmu yang senantiasa terus 
dikembangkan dan tidak dapat berhenti pada titik tertentu. Tidak mengherankan jika 
pendidikan tinggi teologi di Indonesia juga semakin berkembang. Terutama pada tantangan 
yang wajib dipikul oleh ilmu pendidikan tinggi teologi agar membentuk corak berteologi 
yang sesuai dengan iklim Indonesia. 
Pembentukan kurikulumnya juga diwajibkan untuk memperhatikan undang undang 
pendidikan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, dengan kehadiran Peraturan Presiden no. 8 
tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Undang Undang Republik 
Indonesia no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi mengharuskan ilmu teologi merubah kurikulumnya. Seturut ilmu teologi berada dalam 
naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perubahan kurikulumnya harus 
mengikuti aturan yang ada. Salah satunya tertera dalam Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012 
pasal 1 ayat 2 mengenai capaian pembelajaran sebagai bagian dari pembentukan kurikulum. 
Capaian belajar yang dimaksudkan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi 
pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Terlebih 
kepada pembagian jenjang dalam KKNI yang setiap jenjangnya memiliki keseteraan dengan 
capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman 
kerja. 
 Ada dua deskripsi yang perlu diperhatikan dalam membentuk kurikulum pendidikan 
tinggi teologi. Pertama, deskripsi capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh KKNI. 
Deskripsi tersebut nantinya perlu memperhatikan unsur sikap dan tata nilai, kemampuan 
kerja, penguasaan keilmuan, dan kewenangan serta tanggung jawab. Kedua, deskripsi yang 
disebut sebagai standar kompetensi lulusan (SKL). Capaian pembelajarannya terdiri dari 
unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Kiranya untuk unsur 
sikap dan ketrampilan umum dibentuk sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SN-
Dikti). Selebihnya untuk ketrampilan khusus dan pengetahuan akan dirumuskan sendiri oleh 
program studi yang bersangkutan. Artinya program studi memiliki proporsinya tersendiri 
dalam menciptakan profil lulusan yang merupakan ciri khas dari perguruan tingginya. Jadi, 
27 
 
perguruan tinggi yang bersangkutan memiliki kebebasan untuk menentukan profil lulusan 
seperti apa yang hendak dicapainya, dengan syarat tidak menyimpang dari standar nasional 
pendidikan tinggi.  
 Hal lain yang hendak diperhatikan sehubungan dengan pembentukan kurikulum dan 
proses pendidikan tinggi teologi adalah hadirnya nomenklatur baru. Keputusan menteri riset, 
teknologi, dan pendidikan tinggi republik Indonesia nomor 257/M/KPT/2017 tentang nama 
program studi pada perguruan tinggi hendak memperbaiki keputusan atas Surat Edaran 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 01/M/SE/V/2015 yang terkait 
dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014, 
termasuk implementasi nomenklatur baru Program Studi Filsafat Keilahian. Terlebih kepada 
program studi teologi yang berada di bawah binaan Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi saat ini diwajibkan untuk menyesuaikan diri dengan beberapa keputusan 
pemerintah seperti, (1) nomenklatur baru sebagai program studi Filsafat Keilahian, (2) 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
Perubahan nomenklatur dari program studi teologi menjadi Filsafat Keilahian tentu 
memberikan kesulitan tersendiri dalam pembentukan kurikulum. Berdasarkan itu, dibutuhkan 
kerjasama dari setiap sekolah-sekolah teologi di Indonesia untuk membahas perihal tersebut. 
Wujud dari kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Lokakarya Filsafat Keilahian yang 
bertujuan untuk membentuk pemahaman mengenai Filsafat Keilahian. Definisi Filsafat 
Keilahian yang ditetapkan saat ini adalah disiplin teologis atas misteri manusia, kosmos, 
sosialitas dalam hubungan dengan Allah, yang dibangun dengan metodologis, konstruktif dan 
kritis dalam dialog dengan tradisi pemikiran filosofis, ilmu alam dan humaniora serta ilmu 
sosial kritis yang relevan.
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 Berdasarkan definisi tersebut, sumber-sumber yang 
diintegrasikan dalam proses pembelajaran nantinya adalah (1) kitab suci dan penafsirannya, 
(2) bahasa-bahasa kuno, (3) sejarah, (4) filsafat, (5) sosio antropologi, (6) pedagogi, dan (7) 
teologi. Jadi, untuk pembentukan maupun perubahan kurikulum dari teologi menjadi Filsafat 
Keilahian, kiranya perlu memperhatikan aspek-aspek tersebut.  
Pembentukan nomenklatur baru yang dinamakan sebagai Filsafat Keilahian di satu 
sisi memberikan dampak yang rumit mengingat definisi Filsafat Keilahian belum dibentuk 
sebelumnya. Terlebih kepada tindakan yang mengharuskan setiap pendidikan tinggi teologi 
                                                          




untuk mengubah dan membentuk kurikulum yang baru. Walaupun definisi Filsafat Keilahian 
telah ditetapkan, setidaknya pemahaman tersebut tidak merubah corak atau model pada setiap 
kekhasan berteologi di Indonesia. Sebaliknya, nomenklatur baru Filsafat Keilahian justru 
semakin memperkaya ilmu teologi maupun corak berteologi di Indonesia. Tujuannya agar 
setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Filsafat Keilahian dapat 
membentuk kurikulumnya dengan jelas dan tepat.  
3. Dinamika Kurikulum Fakultas Teologi UKSW 2016 
Hadirnya ketetapan pemerintah yang terkait dengan KKNI untuk penyusunan 
program studi pada setiap pendidikan tinggi memiliki implikasi yang besar terhadap 
kehidupan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi perlu membentuk kembali kurikulumnya 
berdasarkan peraturan yang telah disetujui, diantaranya adalah UU no. 12 tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tingi, Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012 tentang KKNI, dan dilaksanakan 
berdasarkan Permendikbud no. 49 tahun 2014 tentang SNPT. Sejumlah peraturan tersebut 
mewajibkan seluruh perguruan tinggi, termasuk UKSW menyusun ulang kembali 
kurikulumnya. Ada berbagai dampak yang terjadi selama penyusunan maupun pelaksanaan 
yang ada. 
Berdasarkan itu, bagian ini akan membahas perihal permasalahan tersebut dengan 
menjabarkannya menjadi tiga sub-bagian. Pertama, penulis hendak menelusuri Latar 
Belakang, Sosialisasi, dan Implikasi Kurikulum UKSW 2016. Kedua, Pembentukan Mata 
Kuliah dan Evaluasi Kurikulum UKSW 2016. Ketiga, Inkonsistensi Visi dan Misi dalam 
Kurikulum Fakultas Teologi UKSW 2016. Keempat, penulis akan memaparkan tiga tahap 
proses pembelajaran dari Alfred North Whitehead sebagai kontribusi yang penting dalam 
pembentukan sekaligus perealisasian kurikulum.  
3.1 Latar Belakang, Sosialisasi, dan Implikasi Kurikulum UKSW 2016 
Kurikulum UKSW 2016 merupakan bagian dari penyempurnaan kurikulum yang 
dipakai sebelumnya yaitu Kurikulum Inti dan Institusional berdasarkan UU no. 232/U/2000 
dan 045/U/2002 atau yang umumnya disebut sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi 
(KBK). Penyempurnaan ini hendak mengubah acuan kurikulum yang umumnya mengacu 
kepada pencapaian kompetensi menjadi capaian pembelajaran atau learning outcomes. 
Nantinya, itu akan mengacu kepada sembilan level kualifikasi akademik yang telah 
ditetapkan dalam KKNI. Sejumlah penyempurnaan ini tentu memberikan dampak yang baik 
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dalam pengembangan kurikulum, akan tetapi memiliki kompleksitas dalam penerapannya. 
Salah satunya adalah UKSW yang telah menerima dengan baik hadirnya KKNI, sehingga 
telah membentuk tim penyusunan kurikulum yang berdasarkan KKNI. 
UKSW membentuk tim kurikulumnya berdasarkan SK Rektor No. 
491/Kep./Rek./12/2014 tentang Pengangkatan Satuan Tugas Kurikulum UKSW. Namun, itu 
dilengkapi juga dengan Keputusan Rektor No. 083/Kep./Rek./3/2015 tentang Pemberlakuan 
Panduan Penyusunan Kurikulum UKSW 2015 Menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia. Atas dasar persetujuan tersebut, maka dilaksanakanlah untuk pertama kalinya 
sosialisasi dan Workshop penyusunan Kurikulum yang mengacu pada KKNI kepada para 
dekan, kepala program studi, dan tim kurikulum di setiap program studi. Setelah sosialisasi 
dan Workshop dilaksanakan, maka langkah berikutnya adalah menyusun dan menerbitkan 
Buku Panduan Penyusunan Kurikulum 2016 UKSW yang mengacu pada KKNI dan nantinya 
akan menjadi acuan untuk setiap program studi.  
Acuan tersebut nantinya akan dipakai oleh setiap program studi dalam pembentukan 
kurikulum yang baru, termasuk Fakultas Teologi di dalamnya. Ketika Fakultas Teologi 
hendak mengubah dan menyusun kurikulumnya yang baru dengan beberapa tim penyusun 
yang sudah ditetapkan. Sosialisasi pun dilakukan kepada mahasiswa/i terkait migrasi 
kurikulum dari berbasis kompetensi menjadi standar nasional pendidikan tinggi. Banyak 
permasalahan yang tidak hanya terkait pada sosialisasi yang diadakan oleh Fakultas Teologi, 
tetapi juga perwakilan mahasiswa/i yang terlibat di dalamnya. 
Salah satu mahasiswa mengatakan bahwa itu bukan sosialisasi, tetapi lebih tepatnya 
adalah pengumuman agar mahasiswa/i mengikuti kurikulum yang sudah tertera.
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Mahasiswa/i yang mengkritisi baik dari substansi kurikulum maupun sosialisasi tersebut tidak 
mendapatkan respon yang cukup baik. Ketidaksiapan dalam membentuk kurikulum terlihat 
dari cara petinggi Fakultas Teologi memberikan jawaban atas pertanyaan yang hendak 
ditanyakan beberapa mahasiswa/i.
31
 Mahasiswa yang lain berpendapat bahwa kurikulum 
2016-2017 baik digunakan bagi mereka yang memilih program diploma.
32
 Alasannya, karena 
program diploma lebih menekankan kepada hal praktik dan teknis. Kurikulum yang tepat 
                                                          
30 Berdasarkan “wawancara” dengan Nataniel Yeperson Blegur (mahasiswa FakultasTeologi UKSW angkatan 2013) pada 
tanggal 27 Februari 2018. 
31 Berdasarkan “wawancara” dengan Joshua Hendrikson Siregar (mahasiswa FakultasTeologi UKSW angkatan 2014) pada 
tanggal 28 Februari 2018. 
32 Berdasarkan “wawancara” dengan Denis Pattinasarany (mahasiswa FakultasTeologi UKSW angkatan 2014) pada tanggal 
1 Maret 2018. 
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untuk program strata satu sampai tiga seharusnya dibentuk dengan sifat yang membebaskan. 
Terkhususnya pada keselarasan antara teori dan praktik. Sekiranya kurikulum dibentuk tidak 
berdasarkan kepentingan birokrasi belaka. Kurikulum dibentuk dengan tujuan agar 
mahasiswa/i menghayati dan mampu menghargai setiap proses pendidikannya melalui 
perkuliahan yang didapatkan baik di dalam maupun di luar kelas.
33
 Substansi kurikulum perlu 
diperhatikan dan disempurnakan kembali agar membentuk kurikulum yang lebih berwarna. 
Akhirnya, tanpa penjelasan dan pertanggungjawaban yang jelas mahasiswa/i diwajibkan 
untuk menuruti setiap penjabaran yang ada. Salah satu alasan yang seringkali dipakai untuk 
memudahkan proses sosialisasi adalah ketidakcukupan waktu sosialisasi kurikulum, 
mengingat waktu yang diberikan hanya dua jam. 
3.2 Pembentukan Mata Kuliah dan Evaluasi Kurikulum UKSW 2016 
Teologi sebagai bagian dari rumpun ilmu humaniora yang mendasari perkembangan 
Undang Undang pendidikan tercantum dalam UU nomor 2, tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, bab II pasal 4 yang menyatakan bahwa “pendidikan nasional bertujuan 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 
manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 
luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian 
yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.” Telah 
mengalami perubahan ketika memasuki UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, bab II pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Keduanya memiliki tujuan yang sama, 
tetapi penekanannya berbeda ketika kata “manusia Indonesia seutuhnya” tidak dicantumkan 
dalam UU nomor 20 tahun 2003. Ada baiknya jika penekanan itu tidak dihilangkan agar 
penekanannya jelas kepada siapa dan untuk apa. Bagaimanapun, keduanya memiliki tujuan 
yang sama yaitu bagaimana membentuk manusia melalui pendidikan. 
                                                          
33 Berdasarkan “wawancara” dengan Yemiko Happy Tama (mahasiswa FakultasTeologi UKSW angkatan 2015) pada 
tanggal 22 Februari 2018. 
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Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
pasal 1 menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 
pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan program studi. Permasalahan terjadi ketika Undang Undang republik 
Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi telah mengerdilkan ilmu teologi 
dan menyamakannya dalam rumpun ilmu agama. Tercatat bahwa ilmu agama memiliki 
perbedaan yang sangat signifikan dengan ilmu teologi dan ilmu pendidikan teologi. Bentuk 
pengerdilan ini semata-mata hanya memahami ilmu pendidikan sebagai bagian dari rumpun 
ilmu terapan. Mengingat bahwa kurikulum dan pedagogi tidak disederhanakan sebagai 
pengarahan untuk mempersiapkan siswa/i untuk berkarir, walaupun karir dibutuhkan tetapi 
tidak menjadi fokus utama dalam kurikulum dan pedagogi. Selebihnya, mengajar di sekolah 
dan universitas bukanlah persiapan untuk kehidupan masa depan; tetapi harus menjadi sebuah 
pengalaman kehidupan itu sendiri.
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Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang 
pendidikan tinggi, pasal 7 ayat 4 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi 
keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama. Sementara itu, ilmu teologi dan ilmu 
pendidikan teologi mengacu kepada pasal 60 ayat 2 dan 3 yang menjelaskan perguruan tinggi 
swasta didirikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Badan penyelenggara tersebut 
berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  
Sejumlah aturan tersebut memperlihatkan bagaimana kompleksitas yang terjadi pada 
pendidikan teologi di Indonesia. Tidak hanya pada landasan hukumnya saja, tetapi seringkali 
pendefinisiannya mengalami simpang siur. Maka dari itu, pembentukan mata kuliahnya juga 
tidak dapat dibentuk secara arbitrer. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan 
kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum 
disusun. Ia dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai 
cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), 
atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah 
keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang 
dirumuskan dalam kurikulum. 
                                                          
34 Slattery, Curriculum Development in the Postmodern Era (second edition), xvi. 
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Perumusan mata kuliah tidak dapat dibentuk secara arbitrer. Program studi diwajibkan 
untuk memperhatikan dengan cermat, apakah mata kuliah yang dibentuk telah memenuhi 
syarat-syarat yang telah ada. Fakultas Teologi UKSW telah menyusun kurikulumnya dan 
merumuskan capaian pembelajaran beserta dengan mata kuliah yang akan diajarkan. 
Awalnya, kurikulum berbasis kompetensi memiliki kurikulum yang mencakup kompetensi 
utama, pendukung dan lainnya. Kompetensi utama dibentuk sesuai dengan visi dan misi 
program studi serta memiliki persentase 72,9% atau alokasi beban studinya sebesar 105 sks 
dari total 144 sks. Kompetensi pendukung dibuat sesuai dengan visi dan misi Fakultas 
Teologi serta memiliki persentase beban studi sebesar 20,1% atau 29 sks dari total 144 sks. 
Kompetensi lainnya dibuat sesuai dengan visi dan misi universitas serta memiliki persentase 
beban studi sebesar 7% atau 10 sks dari total 144 sks. Penetapan dalam kurikulum berbasis 
kompetensi disusun lebih teratur dan sistematis dibandingkan dengan kurikulum yang 
berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.  
Kurikulum yang dipakai oleh Fakultas Teologi UKSW saat ini adalah kurikulum 
berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Penjabarannya meliputi mata kuliah dasar 
umum, mata kuliah pilihan, mata kuliah praktik pendidikan lapangan, mata kuliah inti 
termasuk tugas akhir. Mata kuliah dasar umum memiliki persentase beban studi sebesar 5,5% 
atau 8 sks dari total 144 sks. Mata kuliah pilihan memiliki persentase beban studi sebesar 
8,3% atau 12 sks dari total 144 sks. Mata kuliah praktik pendidikan lapangan memiliki 
persentase beban studi sebesar 23% atau 33 sks dari total 144 sks. Sementara itu, mata kuliah 
inti termasuk tugas akhir memiliki persentase beban studi sebesar 63,2% atau 91 sks dari total 
144 sks.   
Perubahan tersebut mengakibatkan banyaknya mata kuliah yang digabungkan menjadi 
satu mata kuliah. Misalnya, mata kuliah seperti kristologi, ekklesiologi, misiologi, dogmatika 
dijadikan satu menjadi Teologi Sistematika dengan beban sebesar 3 sks saja.
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Sebaliknya, 
mata kuliah seperti praktik pendidikan lapangan diperbesar yang awalnya sebesar 9 sks 
menjadi 33 sks. Tentu perlu dipertimbangkan kembali mengingat dalam penjenjangan KKNI, 
program sarjana diwajibkan untuk menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan 
keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 
pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Kontras dengan penjenjangan 
KKNI, penambahan mata kuliah praktik memperlihatkan bahwa kurikulum tersebut tidak 
                                                          




memperlihatkan program strata satu, tetapi cenderung kepada program Diploma. Dalam hal 
ini, dengan memperbanyak mata kuliah praktik pendidikan lapangan memperlihatkan 
ketimpangan dalam penyusunan kurikulum, capaian pembelajaran, beserta dengan mata 
kuliah yang dijalani nantinya. 
Salah satu mata kuliah baru seperti bimbingan tugas akhir juga mendapat perhatian 
serius dari mahasiswa/i Fakultas Teologi UKSW terkait pelaksanaannya. Salah satu 
mahasiswi tidak memahami substansi yang jelas dari mata kuliah tersebut dan berpendapat 
bahwa mata kuliah tersebut dibentuk tidak berdasarkan kebutuhan nyata dari mahasiswa/i 
Fakultas Teologi UKSW.
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 Pertanyaan yang seringkali didengungkan adalah apakah 
melakukan bimbingan skripsi diwajibkan untuk membayar beban sks? Sekiranya pertanyaan 
mendasar ini perlu direnungkan kembali pada Fakultas Teologi UKSW sebagai bagian dari 
universitas kristiani. Tentu diperlukan penalaran yang serius untuk membentuk mata kuliah, 
sehingga tidak merugikan mahasiswa/i dalam menjalani proses pendidikannya. Mata kuliah 
merupakan salah satu bagian terpenting dalam tubuh kurikulum. Sekiranya ia perlu dibentuk 
dengan jelas agar menghasilkan profil lulusan yang jelas juga.
37
 
Setelah sosialisasi dilakukan, kurikulum ditetapkan, dan dijalankan oleh mahasiswa/i, 
maka terjadilah hasil evaluasi atas kurikulum UKSW 2016 yang sudah dijalankan selama satu 
tahun tersebut. Rapat evaluasi yang dilaksanakan oleh Fakultas Teologi pada tahun 2017 
tersebut memutuskan untuk membentuk tim evaluasi kurikulum UKSW 2016 yang terdiri 
dari pengajar dan utusan mahasiswa. Diantaranya adalah Pdt. Dr. Ebenhaizer Nuban Timo, 
Pdt. Izak Lattu, PhD, Pdt. Dr. Jacob D. Engel, Pdt. Dr. Retnowati, Pdt. Dr. Rama Tulus P, 
Pdt. Dr. Tony Tampake, Pdt. Yusak B. Setyawan, MATS, PhD, Paulus Bolodadi (Ketua 
SMF) dan Priska (Ketia BPMF). Ada beberapa perubahan jangka pendek yang telah 
disepakati, salah satunya adalah perihal terkaitnya dengan praktik pendidikan lapangan x-xi 
yang mulanya sebesar 24 sks menjadi 12 sks. 
Hasil evaluasi kurikulum UKSW 2016 memberikan bukti akan adanya sejumlah 
kejanggalan yang terdapat dalam kurikulum tersebut. Secara substansi, kurikulum berbasis 
kompetensi memiliki panduan yang lebih mendalam dibandingkan dengan kurikulum standar 
nasional pendidikan tinggi. Hal itu terbukti dari proses penjabaran setiap mata kuliah. 
                                                          
36 Berdasarkan “wawancara” dengan Inry Timo (mahasiswi FakultasTeologi UKSW angkatan 2015) pada tanggal 22 
Februari 2018. 
37 Berdasarkan “wawancara” dengan Donny Osmond Popoko (mahasiswa FakultasTeologi UKSW angkatan 2015) pada 
tanggal 22 Februari 2018. 
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Misalnya, matakuliah seperti praktik pendidikan lapangan dari satu sampai empat, konseling 
pastoral, konseling praktik, kurikulum PAK, metode dan media PAK, konseling pernikahan, 
PAK kategorial dikelompokkan dalam mata kuliah keahlian berkarya. Sementara itu, 
kurikulum standar nasional pendidikan tinggi tidak menjelaskan hal itu secara lengkap. 
Setidaknya substansi kurikulum berbasis kompetensi tidak sesimplistis muatan kurikulum 
berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.
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 Kurikulum tidak sepantasnya dibentuk 
tanpa substansi yang jelas dan berkompeten. Sekiranya hasil evaluasi kurikulum UKSW 2016 
memberikan banyak pelajaran dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam membentuk 
kurikulum. 
3.3 Inkonsistensi Visi dan Misi dalam Kurikulum Fakultas Teologi UKSW 2016 
Pada bagian ini, peneliti hendak mengkaji sejauh mana konsistensi visi dan misi 
dalam kurikulum Fakultas Teologi UKSW 2016. Selain itu, akan dibandingkan dengan 
kurikulum Fakultas Teologi UKSW yang berbasis kompetensi. Pertama, dalam kurikulum 
Fakultas Teologi UKSW 2016, peneliti mendapatkan ketidaksesuaian antara visi dan misi 
Fakultas Teologi serta program studi Filsafat Keilahian. Dalam visinya, Fakultas Teologi 
hendak membentuk pemimpin yang nantinya memiliki kepakaran, daya cipta, keterampilan 
dan karakter dalam konteks Indonesia dan masyarakat global. Namun, hal itu tidak sesuai 
dalam visi program studi Filsafat Keilahian yang hanya menyebutkan pada tataran 
pergumulan gereja dan masyarakat Indonesia saja. Lantas dimana aspek global yang hendak 
dicapai oleh visi Fakultas Teologi?  
 Kedua, adanya inkonsistensi terhadap pencapaian profil lulusan dalam kurikulum 
Fakultas Teologi UKSW 2016. Visi dan misi yang dibentuk dalam program studi Filsafat 
Keilahian tidak ada kaitannya terhadap “Pengerja Gereja”. Karena sudah sejak awal tidak 
sesuai dengan visi dan misi Fakultas Teologi, maka profil lulusannya pun akan mengalami 
ketidakjelasan. Satu sisi Fakultas Teologi menghendaki agar setiap lulusannya memiliki 
kepakaran, daya cipta, keterampilan dan karakter dalam konteks Indonesia dan masyarakat 
global. Namun, dibatasi pada pencapaian profil lulusan yang hanya bertaraf “Pengerja 
Gereja” yang sejak awal tidak disebutkan sedikit pun baik dalam visi dan misi Fakultas 
Teologi UKSW, maupun program studi Filsafat Keilahian.  
                                                          




 Ketiga, peneliti mendapatkan beberapa kajian menarik melalui deskripsi visi dan misi 
Fakultas Teologi serta program studinya. Sebelumnya, peneliti mendapatkan inkonsistensi 
terhadap kurikulum Fakultas Teologi UKSW 2016, dan tentunya dapat dibandingkan dengan 
substansi kurikulum Fakultas Teologi berbasis kompetensi. Hal itu dapat ditelusuri dari 
pemaparan visi Fakultas Teologi yang terdapat dalam kurikulum berbasis kompetensi. Dalam 
kurikulum berbasis kompetensi disebutkan bahwa visi Fakultas Teologi adalah membentuk 
calon pengerja gereja dan institusi Kristen dalam arti luas yang mempunyai kepakaran, daya 
cipta, dan lainnya. Artinya visi yang dipaparkan tentu jelas dan saling berkaitan dengan misi 
Fakultas Teologi UKSW. Hal itu didapatkan juga melalui visi yang hendak dicapai oleh 
Program Studi Teologi yaitu mempersiapkan calon pengerja gereja dalam arti luas. 
Konsistensi ini nantinya juga disertai dengan model pelaksanaan hingga kepada profil lulusan 
program studinya. Artinya, jika sejak awal visi dan misi dibentuk secara konsisten dan jelas, 
tentu kurikulum pun nantinya dapat dibentuk dengan kualitas yang baik.  
 Keempat, walaupun kurikulum Fakultas Teologi berbasis kompetensi memiliki 
konsistensi baik dalam visi dan misi hingga pembentukan kurikulumnya. Tidak berarti 
kurikulum ini tidak memiliki hal yang perlu dikritisi. Hal yang dapat dikritisi sejauh ini 
adalah mengapa ekumenika diletakkan sebagai mata kuliah dengan paket minor? Artinya jika 
salah satu capaiannya disebutkan adalah membentuk sifat ekumenis tentu mata kuliah 
ekumenika tidak diletakkan pada mata kuliah paket minor. Alangkah baiknya jika mata 
kuliah ekumenika justru diletakkan pada mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau 
perilaku berkarya.  
 Sekiranya keempat hal itu dapat menjadi analisa yang baik dan jelas sebagai 
pembuktian terhadap inkonsistensi yang terdapat dalam kurikulum Fakultas Teologi UKSW 
2016. Baik itu secara visi dan misi maupun sampai kepada pembentukan profil lulusannya. 
Selain itu, tujuan penulis membandingkan dengan kurikulum Fakultas Teologi UKSW 
berbasis kompetensi adalah ingin menjadikan bagian itu sebagai contoh yang baik dalam 
membentuk kurikulum. Artinya, dari kurikulum berbasis kompetensi dapat dipelajari bahwa 
dalam pembentukan kurikulum sekiranya perlu memperhatikan konsistensi sejak awal (visi 
dan misi) hingga pada akhinya yaitu kurikulumnya. Tentu dengan begitu mahasiswa/i pun 
dapat menjalani proses pembelajarannya dengan baik dan memahami profil lulusannya 
sebagai sarjana teologi nantinya. 
3.4 Tiga Tahap Proses Pembelajaran  
36 
 
Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana kurikulum UKSW 2016 dibentuk, 
disosialisasikan, dijalankan, bahkan sampai proses evaluasi. Semua itu memberikan 
pembelajaran yang sangat berharga dalam membentuk kurikulum. Namun, tidak selamanya 
kurikulum dibatasi kepada persoalan substansinya belaka. Karena kurikulum adalah capaian 
yang hendak dicapai, artinya kurikulum juga memiliki peran penting selama proses 
pembelajaran berlangsung. Dalam sub-bagian ini, penulis akan menambahkan 3 tahap ritmis 
proses pembelajaran yang diciptakan oleh Alfred North Whitehead. Tentu ini bertujuan agar 
kurikulum tidak hanya dibatasi kepada pembentukan substansinya yang seringkali cenderung 
kaku, dan pada akhirnya tidak mempedulikan proses pembelajarannya dengan jelas. Kiranya 
3 tahap ritmis proses pembelajaran dari Whitehead dapat membantu untuk melengkapi 
pembentukan dan perealisasian kurikulum Fakultas Teologi UKSW nantinya. 
Pembentukan kurikulum baik di sekolah, universitas, maupun institusi pendidikan 
lainnya, sekiranya perlu mengetahui tahap-tahap ritmis proses pembelajaran yang dibentuk 
oleh Alfred North Whitehead. Ia menguraikan tahap-tahap ritmis tersebut secara rinci dalam 
bukunya yang berjudul The Aims of Education. Ada tiga tahap yaitu tahap romance, tahap 
precision, dan tahap generalization. Tahap romance merupakan tahap pengenalan, di mana 
subjek didik mendapatkan kebebasannya dan merasakan bahan yang dipelajarinya terasa 
begitu segar, baru, serta menarik.
39
 Ia akan memiliki begitu banyak pertanyaan dan upaya 
untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut. Pengalaman-pengalaman baru yang tidak pernah 
didapatkan sebelumnya, kini ia mendapatkannya. Setidaknya, subjek didik memiliki 
gambaran umum, kendati tetap samar-samar atas apa yang dipelajarinya. Tahap ini memiliki 
kesamaan seperti cerita alegori goa Platon, di mana tahanan yang berhasil keluar dari goa 




Tahap kedua yaitu tahap precision. Tingkat di mana pendisiplinan dan 
pengelompokkan pendidikan yang sistematis dibutuhkan. Subjek didik juga dibentuk agar 
memiliki formulasi yang tepat dan ketelitian dalam analisis. Salah satu permasalahan yang 
seringkali dilakukan baik sekolah, universitas, maupun institusi pendidikan lainnya adalah 
adanya lompatan/pemaksaan pendidik untuk menerapkan tahap kedua kepada subjek didik, 
tanpa memulai tahap pertama lebih dulu. Akibatnya, subjek didik tidak mendapatkan 
                                                          
39 Alfred N. Whitehead, The Aims of Education and Other Essays (New York: The Free Press, 1957), 32. 
40 A. Setyo Wibowo, Paideia: Filsafat Pendidikan – Politik Platon (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 115-116. 
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kebebasannya dalam menjalani proses pembelajaran, melainkan ia akan merasakan tekanan 
sehingga hasratnya untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan tidak terbentuk. 
Tahap ketiga yaitu tahap generalization. Tingkat ini dapat disebut juga sebagai 
penguasaan.
41
 Subjek didik berhasil mengembangkan dirinya melalui kebiasaan berpikir, 
menguasai ilmu yang sudah dipelajarinya, kelak ia mampu menggunakannya secara efektif 
dalam praktik. Whitehead menjelaskan tingkat ini layaknya analogi synthesis dalam 
dialektika Hegel. Dialektika Hegel memuat tesis, anti-tesis, dan sintesis yang nantinya 
dimasukkan dalam proses pembelajaran menjadi romance (tesis), precision (anti-tesis), 
generalization (sintesis). Artinya, proses pembelajaran tidak berhenti pada satu titik saja, 
melainkan terus menerus dikembangkan. Perpaduan ketiganya memberikan suatu gambaran 
akan kewajiban subjek didik untuk terus menerus meningkatkan tahap-tahap dalam proses 
pembelajaran. Pendidikan tidak berhenti pada batas lembaga formal, tetapi peran informal 
dan non-formal turut mengambil peran.  
Penjelasan diatas memberikan gambaran penting bagaimana kurikulum tidak dapat 
disusun secara sederhana tanpa memikirkan proses pembelajaran subjek didik. Fakultas 
Teologi UKSW sebagai pelaku pendidikan, terlebih pada coraknya yang kristiani, perlu 
memperhatikan kembali kurikulumnya yang berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. 
Capaian pembelajaran dan profil kelulusan tidak akan tercapai dengan baik jika proses 
pembelajarannya juga buruk. Kiranya Fakultas Teologi UKSW tidak dapat berhenti pada 
taraf birokrasi semata, melainkan semakin memperdalam corak pendidikannya yang 
berdasarkan nilai-nilai humaniora.  
Terlebih, sebuah universitas kristiani harus mempertimbangkan preferensi Injil 
kepada yang miskin. Tidak berarti kemudian hanya orang miskin saja yang akan belajar di 
universitas; juga tidak berarti bahwa universitas harus menarik misinya untuk meraih prestasi 
akademik yang tinggi. Prestasi tinggi diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah sosial 
yang rumit. Artinya, universitas seharusnya hadir secara intelektual ketika ada kebutuhan: 
menawarkan ilmu kepada mereka yang tidak berilmu; mengusahakan keterampilan kepada 
mereka yang tidak mempunyai keterampilan; bersuara bagi mereka yang tidak mempunyai 
                                                          
41 William J. Garland, “Finding Flow through Discipline and Imagination,” dalam A Different Three Rs for Education. 
Reason, Relationality, Rhytm, ed. George Allan dan Malcolm D. Evans (Amsterdam – New York: Rodopi, 2006), 87-88. 
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suara; memberikan dukungan intelektual kepada mereka yang tidak memiliki kualitas-
kualitas akademik untuk mendukung dan memperjuangkan hak-hak mereka.
42
 
Akhirnya, proses dialektika Hegel yang dipinjam oleh Whitehead menjadi tiga tahap 
ritmis pembelajaran yang perlu diwujudkan dalam kurikulum Fakultas Teologi UKSW. 
Kurikulum, capaian pembelajaran, dan profil lulusan tidak akan tercapai jika proses 
pembelajaran juga tidak begitu diperhatikan dengan baik. Kiranya pendidikan yang kreatif-
realistis, kritis-prinsipil, dan non-konformis juga tidak semata-mata sebagai hiasan belaka, 
tetapi perlu diwujudkan sebagai bentuk kekhasan profil lulusan UKSW nantinya. Evaluasi 
kurikulum juga diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan kurikulum yang lebih 
baik, sehingga kurikulum tercipta semakin kreatif dan tidak kering. Ada kalanya kerjasama 
dengan berbagai pihak diperlukan supaya unsur-unsur tersebut terealisasi dengan baik dan 
tidak terjadi ketimpangan antara satu dengan yang lainnya.  
4. Kajian Kritis terhadap Kurikulum Program Studi Ilmu Teologi UKSW tahun 2016-
2017 
4.1 Pembentukan Kurikulum dan Permasalahan Utusan Mahasiswa/i Teologi UKSW 
Pendidikan adalah upaya membentuk manusia dari yang tidak terdidik menjadi 
terdidik dan terbudayakan. Secara mendasar manusia memiliki nilai, pengetahuan, kebiasaan 
melalui keterberiannya sejak lahir di dunia. Artinya ia memiliki banyak “penglihatan” tetapi 
penglihatan tersebut belum diarahkan kepada tujuan yang seharusnya, yaitu kepada Yang 
Baik. Pendidikan sebagai proses pembudayaan memiliki peran luhur tersebut. Tugasnya 
adalah mengeluarkan manusia dari keterbelengguan jiwanya menuju kepada pembentukan 
hasrat yang mengarahkan kepada pencerahan jiwa. 
 Sifat pendidikan yang berusaha mencapai kepada pembudayaan memiliki peran 
penting dalam membentuk kurikulum. Pendidikan tinggi berperan dan bertanggung jawab 
untuk menghadirkan pendidikan yang sifatnya membudayakan dan membebaskan. Tujuannya 
adalah agar pendidikan tinggi melalui kurikulumnya dapat mendidik manusia menjadi 
semakin manusiawi dan berbudaya. Proses pembudayaan dalam pendidikan akan berkaitan 
erat dengan kultur, budaya, maupun nilai yang menjadi ciri khas dari negaranya. Sebagai 
contoh, PERSETIA pada tahun 2003 membentuk kurikulum inti dengan menggunakan 
                                                          
42 Hartono Budi, Teologi, Pendidikan, Pembebasan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 80 mengutip Ignacio Ellacuria, “The Task 
of Christian University,” dalam Jon Sobrino, Ignacio Ellacuria, dll., Companions of Jesus: The Jesuit Martyrs of El 
Salvador, (New York: Orbis Books, 1990). 
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pendekatan yang kontekstual. Sifat kontekstualnya tidak hanya tampak dalam mata kuliah 
seperti Teologi Kontekstual, tetapi keseluruhan mata kuliah, proses pembelajaran teologi juga 
turut menghadirkan sifat kontekstualnya.  
Pembentukan kurikulum Fakultas Teologi yang berdasarkan SNPT tentu tidak 
menghadirkan suasana pendidikan yang jelas dan terarah. Terlihat berdasarkan 
penyusunannya yang begitu tumpang-tindih tanpa memperhatikan keseimbangan 
substansinya. Terkait dengan pembentukan kurikulum, sekiranya perlu mengulang kembali 
apa yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai panduan penyusunan kurikulum menurut 
Kemenristek Dikti. Tiga tahap itu meliputi (1) perancangan kurikulum, (2) pembelajaran, (3) 
dan evaluasi program pembelajaran. Begitu juga dengan standar kompetensi yang hendak 
ditentukan oleh KKNI dengan 9 jenjangnya. Kompetensi yang dimaksudkan adalah 
pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan karakteristik yang dibutuhkan seseorang untuk 
menyelesaikan pekerjaannya dengan baik atau superior.
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 Artinya kompetensi membentuk 
profil lulusan yang menjadi ciri khas, keunggulan yang dimiliki oleh mahasiswa/i Fakultas 
Teologi UKSW. Kompetensi akan berjalan dengan baik jika Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dibentuk dengan jelas dan sesuai dengan kriteria 
program studi yang bersangkutan. 
Terkait dengan permasalahan keunggulan atau ciri khas dari Fakultas Teologi UKSW. 
Tentu dapat ditelusuri kembali apa yang membedakan corak berteologi UKSW dengan 
institusi pendidikan Teologi lainnya? Selain itu apakah pembentukan kurikulum UKSW 2016 
tersebut sudah menjalankan apa yang menjadi visi dan misi dari UKSW? Hal ini penting 
sebab akan berkaitan dengan pembentukan profil lulusan. Jika saja tidak diketahui dengan 
jelas apa yang menjadi ciri khas pendidikan Teologi UKSW, maka ketidakjelasan akan 
ditemui baik dalam membentuk kurikulumnya maupun profil lulusannya.  
Terlepas dari itu ada hal yang hendak ditelusuri dengan seksama terkait dengan utusan 
mahasiswa/i Fakultas Teologi UKSW yang terlibat di dalamnya. Dalam notula rapat kerja 
Fakultas Teologi pada pra-raker 7 maret 2016 disebutkan bahwa perwakilan mahasiswa/i 
yang terlibat dalam pembentukan kurikulum tersebut adalah Ribka (Ketua BPMF) dan 
Hendra (Ketua SMF). Tertera bahwa kedua utusan ini adalah satgas KKNI dan diharapkan 
dapat menyampaikannya kepada seluruh mahasiswa/i. Senyatanya, kedua utusan ini tidak 
mensosialisasikan atau memberikan informasi apapun waktu itu kepada mahasiswa/i Fakultas 
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Teologi UKSW terkait dengan KKNI maupun perubahan kurikulum yang baru. Tidak 
mengherankan jika banyak mahasiswa/i yang merasa dirugikan ketika kurikulum UKSW 
2016 diterapkan. Mengingat tidak ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Lembaga 
Kemahasiswaan Fakultas (LKF) Teologi  kala itu terkait dengan perubahan kurikulum. Hal 
ini merupakan kesalahan terbesar LKF Teologi yang menyetujui begitu saja keputusan rapat 
terkait perubahan kurikulum tanpa terlebih dahulu meminta aspirasi kepada mahasiswa/i 
Fakultas Teologi UKSW. Tindakan tersebut telah menciderai LKF sebagai utusan yang 
dipercayai oleh seluruh mahasiswa/i. Sudah merupakan kewajiban untuk setiap utusan atau 
perwakilan mahasiswa/i agar menyampaikan informasi dan menjaring aspirasi terkait dengan 
perubahan kurikulum. Setidaknya, sikap yang menciderai ini patut diperhatikan kembali dan 
tidak mengulangi kesalahan yang sama sebagai utusan yang mewakili suara mahasiswa/i.  
4.2 Proses Pembelajaran dan Kedalaman Substansi Mata Kuliah 
Penulis hendak mengkaji beberapa hal yang terkait dengan kurikulum, yaitu perhatian 
kepada proses pembelajaran di Fakultas Teologi UKSW. Pembelajaran merupakan usaha 
maupun situasi belajar yang berlangsung sepanjang hayat. Substansi dan tujuan pembelajaran 
adalah peningkatan pengetahuan, pematangan diri, dan penyempurnaan hidup.
44
 Belajar tidak 
berarti untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi lebih kepada proses pendewasaan manusia, 
pelatihan jiwa, dan tentunya membentuk manusia yang seutuhnya. Selain itu perlu 
dipertimbangkan kembali bahwa dalam membentuk dan menerapkan kurikulum sekiranya 
perlu memperhatikan kedalaman ilmu. Artinya tidak perlu membentuk mata kuliah yang 
banyak tetapi tidak mendalam, tentu yang diperlukan adalah membentuk mata kuliah yang 
substansinya mendalam. Mengingat bahwa Fakultas Teologi UKSW menerapkan sistem tiga 
semester dalam satu tahun,tentu sangat sulit untuk mencapai kedalaman ilmu jika para subjek 
didik hanya merasakan proses pembelajaran dalam waktu sesingkat itu. 
Belajar artinya ada subjek yang belajar dan objek yang dipelajari. Pembelajaran yang 
baik dan benar adalah adanya interaksi antara subjek dan subjek. Menurut Heidegger, 
manusia sudah selalu hidup bersama yang lain. Artinya ia sudah selalu terkonstitutif bersama 
yang lain. Perjumpaan dengan yang lain dan hidup bersama dalam rangka membentuk dunia 
sudah menjadi suatu perihal yang pasti dalam hidup manusia. Dalam hal ini penulis hendak 
meminjam istilah Heidegger yang disebut Mitsein dalam hubungannya dengan proses 
pembelajaran dalam dunia pendidikan. Heidegger mengatakan bahwa manusia sudah selalu 
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terkonstitutif bersama yang lain. Artinya proses pembelajaran dalam pendidikan di Fakultas 
Teologi UKSW adalah upaya atau rangkaian aktivitas belajar yang berusaha untuk 
membentuk subjek menjadi lebih subjek. Maksudnya adalah perjumpaan intersubjektivitas 
akan selalu mempengaruhi Ada-nya subjek-subjek dalam proses pembelajaran.
45
 Jelasnya, 
dalam interaksi (perjumpaan) dialogis antara pendidik dan subjek didik (intersubjektivitas) 
dalam proses belajar sudah selalu memiliki nilai “saling memperkaya”, bukan dalam rangka 
untuk membuktikan siapa yang paling hebat. 
Demikian juga kepada objek belajar yang hendak dipelajari baik di dalam maupun di 
luar kelas. Objek pembelajaran dalam dunia pendidikan tinggi adalah kebenaran ilmiah. 
Artinya setiap pembelajaran ataupun tugas dari para pelaku pendidikan adalah pencarian akan 
kebenaran dan bercermin pada Tridharma perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Terlebih kepada situasi pendidikan yang 
saat ini begitu dipengaruhi oleh budaya teknologi. Tantangan yang dihadapi adalah budaya 
yang serba praktis, ingin cepat selesai, tanpa memaknai secara mendalam. Hal ini menjadi 
salah satu tantangan besar bagi Fakultas Teologi UKSW  dalam menghadapi dan mencari 
solusi yang tepat atas problematika tersebut. Kualitas dan pengembangan diri tentu sangat 
diperlukan dalam rangka mendewasakan manusia melalui pendidikan, tetapi tidak serta merta 
menitikberatkan fokus utama hanya pada persiapan untuk pekerjaan. Sekiranya tidak 
mengindahkan tujuan pendidikan yang sejati yaitu membawa manusia keluar dari 
keterbelengguan jiwanya yang gelap menuju kepada pencerahan jiwa. 
Pembentukan kurikulum Fakultas Teologi yang berdasarkan SNPT sekiranya dapat 
menjadi pembelajaran penting bahwa membentuk kurikulum perlu memperhatikan berbagai 
macam aspek. Kurikulum sebaik apapun dibentuk tentu tidak akan berguna jika tidak disertai 
dengan proses pembelajaran yang benar. Hal ini akan terkait dengan berlangsungnya proses 
belajar mengajar di kelas, mengingat perjumpaan antara subjek didik dan para pengajar lebih 
banyak terjadi di kelas. Seringkali proses belajar mengajar diremehkan, bahkan sudah 
menjadi siklus yang tetap. Artinya proses belajar mengajar yang kuno selalu dipakai sampai 
saat ini. Proses belajar di mana setiap subjek didik duduk di kursi mendengarkan para 
pengajar mengoceh, diberi tugas beserta bahan bacanya, tanpa harus memprovokasi hasrat 
subjek didiknya untuk berpikir. Jika proses pembelajaran model seperti itu terus dipakai, 
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tentu Fakultas Teologi UKSW akan terjerumus dalam sikap birokratis, di mana pendalaman, 
pemaknaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tidak menjadi pusat utama. 
4.3 Kritik dan Keinginan Mahasiswa/i Fakultas Teologi UKSW 
Selanjutnya, terkait dengan kritik para subjek didik atas penerapan kurikulum 
Fakultas Teologi yang bercorak SNPT telah membuktikan bahwa pihak penyelenggara tidak 
menghargai mereka sebagai subjek. Artinya, nilai luhur pendidikan yang dipahami sebagai 
upaya untuk memanusiakan manusia tentu kandas. Sistem yang dikritik dengan rigoritas yang 
tinggi oleh setiap subjek didik menjadi hal yang sia-sia. Senyatanya kritik merupakan hal 
terpenting dan sangat dibutuhkan dalam membentuk kurikulum yang baik dan benar. 
Bukankah kurikulum dibentuk untuk membentuk subjek didik? Lantas mengapa setiap 
aspirasi yang dilontarkan oleh setiap subjek didik dibiarkan begitu saja? Posisi tersebut secara 
jelas menempatkan subjek didik sebagai objek, dan tentu saja termarginalkan. 
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya ketidaksesuaian antara bidang minat 
para pengajar dan apa yang diajarinya di kelas. Contohnya, seorang pengajar yang memiliki 
bidang minat atau kepakaran dalam sosiologi agama tetapi mengajar mata kuliah studi gender 
yang menyimpang dari kepakarannya. Ketidaksesuaian ini menjadi salah satu indikator 
kemerosotan pendidikan teologi UKSW. Akibatnya, mahasiswa/i disesatkan dengan berbagai 
macam pengetahuan yang tidak selayaknya mereka dapatkan. Bukankah objek dari 
pembelajaran para pelaku pendidikan adalah mencari kebenaran ilmiah? Lantas di mana letak 
kebenaran ilmiahnya jika para pendidik tidak mendidik sesuai dengan bidangnya atau 
kepakarannya? Kurikulum tidak akan mencapai tujuan apapun jika para pengajar tidak 
memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan proses pendidikan bersama para subjek 
didik.  
Bagian lain yang perlu dihadapi dalam pembelajaran dan penerapan kurikulum adalah 
budaya malasnya berpikir, sehingga tidak terciptanya kreativitas. Subjek didik tidak 
mengalami proses provokasi pikiran, sehingga ia hanya meng-iya-i saja materi yang 
diberikan tanpa mau bertanya. Hal ini mengindikasikan bahwa proses belajar mengajar 
Fakultas Teologi UKSW belum sepenuhnya serius dalam mendidik subjek didiknya. 
Sebaliknya, kurikulum yang baik tentu akan membawa subjek didiknya kepada tujuan yang 
baik, sebab setara dengan tujuan luhur pendidikan yaitu membebaskan dan membudayakan. 
Permasalahannya adalah tidak adanya keseriusan dalam proses pencapaian atas apa yang 
sudah dibentuk dalam kurikulumnya. 
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Kebutuhan yang harus diperhatikan untuk saat ini adalah membentuk subjek didik 
yang kritis, analitis, sekaligus juga holistik.
46
 Mengingat bahwa teologi merupakan bagian 
dari rumpun ilmu humaniora sekiranya ketiga aspek tersebut perlu dimiliki untuk setiap profil 
lulusan. Kritis dalam pengertian setiap subjek didik mampu membedakan apa yang berdasar 
dan tidak berdasar. Analitis dimaksudkan sebagai kemampuan untuk mengurai unsur-unsur 
atas apa yang dikaji. Holistik menuju kepada memahami dengan cara pandang yang luas dan 
menyeluruh.  
Selain itu, tantangan yang perlu dihadapi adalah budaya pendidikan teknologi yang 
sedang menggerogoti sistem pendidikan Indonesia. Hal itu berkaitan dengan situasi global di 
mana pendidikan harus mengantisipasi dan menyikapi perkembangan liberalisasi pasar. 
Posisi ini mengakibatkan terjadinya eskploitasi pendidikan dalam kurikulum atau sistem 
pendidikan di Indonesia. Terlebih kepada tujuan pembentukan KKNI yang hendak menjawab 
permasalahan global tersebut, sehingga pendidikan hanya berfokus kepada penciptaan 
sumber daya manusia yang terampil dan kompeten, tetapi belum tentu memiliki aspek kritis, 
analitis, dan holistik.  
Sekiranya perlu dipertimbangkan dan dikaji kembali secara jelas terhadap 
pembentukan serta perealisasian kurikulum Fakultas Teologi UKSW. Kurikulum harus 
dibentuk secara seimbang agar mencapai tujuan yang jelas, terlebih ketika berhadapan 
dengan situasi pendidikan di mana segala sesuatunya hendak dibentuk secara cepat dan instan 
tanpa adanya pemaknaan yang mendalam. Artinya dengan membentuk kurikulum yang 
seimbang dan jelas tentu dapat membentuk setiap subjek didik menjadi manusia yang tidak 




Setelah melalui proses penelitian dan kajian kristis terhadap pembentukan kurikulum 
UKSW 2016. Penulis mengambil konklusi bahwa kurikulum UKSW 2016 yang digunakan 
oleh Fakultas Teologi memiliki sejumlah problematika yang harus dibenahi kembali. 
Pertama, kesewenangan pemimpin (rektor) yang menetapkan kurikulum UKSW 2016 dengan 
melakukan migrasi kurikulum terhadap mahasiswa/i UKSW. Kerugian tersebut tentu dialami 
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oleh mahasiswa/i UKSW dalam menjalani proses pendidikannya,sehingga tidak 
mengherankan jika banyak mahasiswa/i Fakultas Teologi yang senyatanya mengkritisi secara 
keras atas kurikulum UKSW 2016 tersebut. Kedua, kurikulum yang memiliki sejumlah 
masalah terhadap pembentukan mata kuliah, substansinya, maupun proses pembelajarannya. 
Sejumlah masalah tersebutmerupakan suatu pembelajaran yang sekiranya tidak diulangi 
kembali dalam membentuk kurikulum. Pasalnya, kurikulum merupakan titik tolak yang 
digunakan dalam pencapaian profil lulusan UKSW.  Jika kejadian ini terulang kembali, maka 
dapat dikatakan Fakultas Teologi UKSW tidak pernah jera untuk menciderai dirinya sendiri 
yang berdampak kepada proses pendidikannya di Indonesia. Kejadian ini dapat dikatakan 
sebagai pencideraan terhadap pendidikan yang pada hakikatnya sangat luhur. Dikatakan 
luhurkarena tujuan dari pendidikan adalah membentuk manusia, mengeluarkan manusia dari 
keterbelengguan jiwa yang menuju kepada pencerahan jiwa. 
Ketiga, sebagai universitas Magistrorum et Scholarium yang artinya komunitas 
magistri (ahli) dan mahasiswa, di mana relasi antara pendidik dan naradidik setara. Artinya, 
sifat dialogis antara pelaku pendidikan tidak dicederai dengan tindakan-tindakan yang 
sifatnya merugikan subjek didik. Salah satunya adalah kasus sosialisasi kurikulum UKSW 
2016 yang tentu saja sangat merugikan mahasiswa/i waktu itu. Sekiranya dalam pengambilan 
kebijakan yang terkait dengan kebaikan bersama sebagai komunitas akademis tentu Fakultas 
Teologi dapat mengingat dan memaknai kembali semangat Magistrorum et Scholarium 
tersebut.  
5.2 Saran 
Setelah melalui kajian kritis dan kesimpulan di atas, penulis hendak memberikan 
saran kepada Fakultas Teologi UKSW, Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Fakultas Teologi, 
dan terkhususnya kepada mahasiswa/i Fakultas Teologi UKSW. Sekiranya saran yang 
penulis berikan dapat diperhatikan dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kualitas 
pendidikan Teologi di UKSW. 
1. Saran kepada Fakultas Teologi UKSW. 
Seturut dengan permasalahan kurikulum dan proses pembelajaran di Fakultas Teologi 
UKSW. Penulis mengusulkan agar setiap pihak penyelenggara atau tim pembentukan 
kurikulum harus memperhatikan lebih dalam lagi apa yang menjadi kebutuhan subjek didik. 
Terlebih kepada substansi pembelajaran yang hendak didiskusikan di dalam kelas sebab akan 
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menjadi kesia-siaan jika kurikulum dibentuk tanpa substansi yang jelas. Begitu juga dengan 
permasalahan para dosen yang seringkali tidak mengajar dalam kepakarannya. Sekiranya 
permasalahan kapasitas dosen dapat diperhatikan kembali secara serius, agar mendapatkan 
objek pembelajaran yang jelas dan serius dalam menjalani pendidikan di UKSW. Penulis 
juga menyarankan agar seluruh pelaku pendidikan (mahasiswa/i, dosen, dan seluruh staff 
Fakultas Teologi UKSW) dapat bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan 
Teologi UKSW dengan baik tentunya. 
2. Saran kepada Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Fakultas Teologi UKSW. 
Kepada Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Fakultas Teologi UKSW sebagai wadah 
aspirasi mahasiswa/i. Sekiranya dapat meningkatkan dengan lebih baik pelayanan terhadap 
kebutuhan maupun aspirasi dari mahasiswa/i. LKF memiliki fungsi untuk menyuarakan bagi 
yang tidak dapat bersuara dan melawan ketidakadilan yang terjadi selama proses pendidikan 
di UKSW. Sekiranya dapat lebih serius lagi dalam menjaring, menyuarakan, dan melayani 
mahasiswa/i Fakultas Teologi UKSW. Pasalnya, penulis memperhatikan adanya degradasi 
dalam pelayanan LKF kepada seluruh mahasiswa/i. Degradasi itu tercermin melalui 
kurangnya sensitivitas LKF terhadap suara mahasiswa/i yang mengalami ketidakadilan dalam 
menjalani pendidikannya. LKF begitu sibuk dengan program-program yang seringkali kurang 
bermutu terhadap kebutuhan mahasiswa/i. Alangkah baiknya, jika LKF lebih memfokuskan 
dirinya untuk berjuang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam menciptakan bonum 
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